BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai
pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari
perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis
Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam
menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan
untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah
meliputi:

a. Persiapan penyusunan;

b.  Penyusunan rancangan awal;

C Penyusunan rancangan;

d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
e

Perumusan rancangan akhir; dan



f.

Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan

yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah

digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
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Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana
dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
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1.3
1.3.1

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 6
Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-
undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 921);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah; dan rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wajo Nomor 154);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun
2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 161);
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Peraturan lain terkait bidang urusan

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 19).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 adalah untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan OPD,

serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.



1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset

dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 adalah:

1. Memberikan acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dalam menyusun program dan kegiatan
periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

2. Memberikan acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dalam menentukan lokasi program dan
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

3. Memberikan acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dalam kelompok sasaran program dan

kegiatan peride satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.2. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan dokumen Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas
tentang Renja. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang
tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renja bagi daerah. Pada Sub Bab
Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen Renja terkait dengan pengaturan

bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU; Bab ini
menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Renja yang menguraikan tentang hasil evaluasi
Renja tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra dan dokumen

Renja tahun berjalan sebagai bahan acuan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH; Bab ini Mengemukakan

secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan



hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian
kinerja yang direncanakan dalam Renstra, identifikasi permasalahan ditingkat daerah

dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; Bab ini
menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo , baik yang bersifat program prioritas
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, pemenuhan kebutuhan operasional
yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan

pemerintahan.

BAB V PENUTUP; Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan
dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026






BAB I1

EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas
kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak
memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang
direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2026
didasarkan pada Renstra Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029,

untuk mengetahui:

1.  Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA OPD

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pencapaian Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo sampai dengan
Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:




Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Sampai Dengan Tahun Berjalan Kabupaten Wajo

Target Taraet dan realisasi kineria program Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Realisasi 9 - Ja prog Target Program/Kegiatan
R dan keluaran kegiatan OPD Tahun
Kinerja Target Target program/ Renstra OPD s/d Tahun
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub SEIEE O || OUETE e 202 LEEIRERD AATE 2025
Rekenin Pro rgam/Ke iatan/Sub Kegiatan rJKe ia%an ; Tahun 2024 | program dan OPD Tahun Lk
9 9 9 9 9 (Akhir keluaran Tingkat berjalan (Tahun Realisasi Tingkat
Periode kegiatan s/d Target Realisasi Realisasi 2024 Capaian Capaian
Renstra | Tahun 2023 (%) P (%)
OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penunjang urusan perangkat o o o o o o o o
1 Kabupaten/Kota daerah berjalan sesuai standar 100% 60% 100% 100% 100% 80% >0% >0%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumiah Dokumen Perencanaan, 7 7
I ! H H 3 0, 0,
Perangkat Daerah Eir;?;r:ggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat 7 Dokumen 7 Dokumen Dokumen Dokumen 100% 7 Dokumen 7 Dokumen 100%
_ | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 3 o o
Daerah Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen Dokumen Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 100%
} L R } 1 1 o o
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 100%
_ | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan } 1 1 o o
RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen | Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 100%
- | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 1 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 100%
Dokumen Dokumen
. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 1 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 100%
SKPD Dokumen Dokumen




Target s Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Realisasi Tl ek reallsa§| ABErE s Target Program/Kegiatan
T dan keluaran kegiatan OPD Tahun
Kinerja Target Target program/ Renstra OPD s/d Tahun
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub FENEIE CRD - BIETE e 2073 MEELECIT REIE A
Rekening Progr%m/Kegiatan/Sub Kegiatan I'JKegia%an ° TR A2 | (BRI E) OFE) T R
(Akhir keluaran Tingkat berjalan (Tahun Realisasi Tingkat
Periode kegiatan s/d Target Realisasi Realisasi 2024 Capaian Capaian
Renstra Tahun 2023 (%) P (%)
OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_ | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja 1 1 o o
Daerah dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen | 1 Dokumen | o imen | Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 100%
_ | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah  Dokumen  Evaluasi  Kinerja 2 Dokumen 2 Dokumen 2 2 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 100%
Daerah Perangkat Daerah Dokumen Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah
- | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 49 Orang 49 Orang 49 Orang 49 Orang 100% 49 Orang 147 Orang 100%
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen L L 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 100%
Akhir Tahun SKPD P 9 Dokumen Dokumen ° °
_ | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 2 o o
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulan/Semesteran SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen Dokumen Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
Perangkat Daerah
_ | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi 5 Kali 5 Kali 0 0 0% 0 0 0%
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan

11




Target

Target dan realisasi kinerja program

Perkiraan Realisasi Capaian

Capaian Realisasi - Target Program/Kegiatan
Kinerja Target G LRI (e Fi GFD) Tl Target program/ Renstra OPD s/d Tahun
Renstra OPD | Kinerja hasil AV kegiatan Renja 2025
Relf((c)ai?n Urusan/BPu;Ic?nrgil g;isea?alzaerr:}g[jlgtz?ir; tlg:;erah dan Indikator Kmerjela< :rioac_i;z:]m/Keglatan/Sub Tahun 2024 | program dan OPD Tahun Catatan
9 9 9 9 9 (Akhir keluaran Tingkat berjalan (Tahun Realisasi Tingkat
Periode kegiatan s/d Target Realisasi Realisasi 2024 Capaian Capaian
Renstra Tahun 2023 (%) P (%)
OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Administrasi Umum Perangkat Daerah gifg:ase Administras| Umum Perangkat 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
_ | Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi _ . - - o . - o
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100% 6 jenis 6 jenis 100%
- | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100%
- | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan IE;enkgL:_;znrféaan Barang Cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Frekuensi Bahan Bacaan dan Peraturan 2 Bahan 2 Bahan 2 Bahan 2 Bahan 2 Bahan
- 100% 2 Bahan Bacaan 100%
Perundang-undangan Perundang-Undangan Bacaan Bacaan Bacaan Bacaan Bacaan
} Penyeleng_garaan Rapat Koordinasi dan Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 119 Kali 119 Kali 119 Kali 119 Kali 100% 119 Kali 119 Kali 100%
Konsultasi SKPD SKPD
_ | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintahan o o
Berbasis Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
. . Persentase Pengadaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | oo o penunjang Urusan Pemerintahan 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
Pemerintah Daerah Daerah




Target

Target dan realisasi kinerja program

Perkiraan Realisasi Capaian

Capaian Realisasi - Target Program/Kegiatan
Kinerja Target G LRI (e Fi GFD) Tl Target program/ Renstra OPD s/d Tahun
Renstra OPD | Kinerja hasil AV kegiatan Renja 2025
Relf((z)ei?ng Urusan/BI;?:gg g;iseag?alzaerr:}g[jlgtzgir; tlg:;erah dan Indikator Kmerjela< :grio;_i;z:]m/Keglatan/Sub Tahun 2024 | program dan OPD Tahun Catatan

(Akhir keluaran Tingkat berjalan (Tahun Realisasi Tingkat

Periode kegiatan s/d Target Realisasi Realisasi 2024 Capaian Capaian

Renstra Tahun 2023 (%) P (%)
OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Eae;giggﬁn Kendaraan Dinas Operasional atau | 3\ oh pengadaan Mebel 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100%
- | Pengadaan Mebel JL‘;m'r?;‘a Pengadaan Peralatan dan Mesin 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 100% 6 Unit 6 Unit 100%
- | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumiah Pengadaan Kendaraan —Dinas 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100%

Lapangan atau Operasional

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Pel_'\yedlaan Jasa Penunjang 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%

Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

) . 607 607 607 607 o 607 o
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat Eksemplar Eksemplar Eksemplar | Eksemplar 100% 607 Eksemplar Eksemplar 100%

. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Frekuensi Jasa Komunikasi, Jasa Sumber 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
dan Listrik Daya Air dan Jasa Listrik yang dipakai

_ | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Satuan Jasa Peralata_n dgn 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 100% 5 Jenis 5 Jenis 100%
Kantor Perlengkapan Kantor yang disediakan

- | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor fj‘fs”;('ﬁgkiansa Pelayanan Umum Kantoryang | 551 yq; 221 Kali 21 Kali | 221 Kali 100% 221 Kali 221 Kali 100%
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Target s Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Realisasi eI G B reallsa§| SIS R [ g Target Program/Kegiatan
T dan keluaran kegiatan OPD Tahun
Kinerja Target Target program/ Renstra OPD s/d Tahun
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Renstra OPD | Kinerja hasil 202 kegiatan Renja 2025
Rekening Progrgam/Kegiatan/Sub Kegiatan I'JKegia%an ° Vb 202 | Tl G Ol T el
(Akhir keluaran Tingkat berjalan (Tahun Realisasi Tingkat
Periode kegiatan s/d Target Realisasi Realisasi 2024 Capaian Capaian
Renstra Tahun 2023 (%) P (%)
OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pemellharaan Barang Millk
. Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
- | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan - 9 26 Unit 26 Unit 26 Unit 26 Unit 100% 26 Unit 26 Unit 100%
- . Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
- | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan P 26 Unit 26 Unit 26 Unit 26 Unit 100% 26 Unit 26 Unit 100%
Dinas Operasional atau Lapangan pang
) Pemehharaan_/Rehablllta5| Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kant_or dan_Bangu_r)an_ 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100% 1 Gedung 1 Gedung 100%
Bangunan Lainnya Lainnya yang Terpelihara/Direhabilitasi
. . Jumlah Dokumen Perencanaan,
2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 4 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Pembangunan Daerah . Dokumen Dokumen
Daerah yang disusun tepat waktu
o .
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan o Ketersediaan dokumen perencanaan 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
yang berkualitas dan tepat waktu
. .. Waktu koordinasi perencanaan Bidang
- Ana“SIs. Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Strategis Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Jumiah dokumen Perjanjian Kinerja 1 1
- 0, 0,
Egrg}jbaakr;gnulrj:i: rI]Dya;]erah dengan Dokumen Kabupaten yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%




Target s Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Realisasi eI G B reallsa§| SIS R [ g Target Program/Kegiatan
Kineri dan keluaran kegiatan OPD Tahun
inerja Target 2023 Target program/ Renstra OPD s/d Tahun
. . . . . Renstra OPD | Kinerja hasil kegiatan Renja 2025
Relf((c)ai?n Urusan/Bplﬁlsnrgil g;isea?alzaerr:}g[jlgtz?ir; tlg:;erah dan Indikator Kmerjela< :rioac_i;z:]m/Keglatan/Sub Tahun 2024 | program dan OPD Tahun Catatan
9 9 9 9 9 (Akhir keluaran Tingkat berjalan (Tahun Realisasi Tingkat
Periode kegiatan s/d Target Realisasi Realisasi 2024 Capaian Capaian
Renstra Tahun 2023 (%) P (%)
OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Peserta Konsultasi Publik RPIMD 88 Orang 88 Orang 88 Orang 88 Orang 100% 88 Orang 88 Orang 100%
- | Pelaksanaan Konsultasi Publik
Jumlah Peserta Konsultasi Publik RKPD 88 Orang 88 Orang 88 Orang 88 Orang 100% 88 Orang 88 Orang 100%
- | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Jumiah Peserta Konsultasi Publik 88 Orang 88 Orang 88 Orang 88 Orang 100% 88 Orang 88 Orang 100%
Perubahan RKPD
Ponenase Pelaksanaan Musrenbang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Persentase Pelaksanaan Musrenbang RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
. N o . .
_ | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang % Kehadiran Peserta Musrenbang RKPD di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kecamatan Kecamatan
é‘."mlah Izokutm enktReV|S| RPIMD yang 1 Dokumen 1 Dokumen Dok L Dok L 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen | CISusun tepat waktu oKumen oKumen
- | Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota i
Jumlah Dokumen RKPD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen L L 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
tepat waktu Dokumen Dokumen
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Target

Target dan realisasi kinerja program

Perkiraan Realisasi Capaian

Capaian Realisasi - Target Program/Kegiatan
Kinerja Target G LRI (e Fi GFD) Tl Target program/ Renstra OPD s/d Tahun
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub RETER OFD | KT i) 207 SEGIEIED RETE iz
Rekening Progr%m/Kegiatan/Sub Kegiatan I'JKegia%an ° TR A2 | (BRI E) OFE) T R

(Akhir keluaran Tingkat berjalan (Tahun Realisasi Tingkat

Periode kegiatan s/d Target Realisasi Realisasi 2024 Capaian Capaian

Renstra Tahun 2023 (%) P (%)
OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jl.jmlah Dokumen Perubahan RKPD yang 1 Dokumen 1 Dokumen L L 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
disusun tepat waktu Dokumen Dokumen

. . . Persentase Data dan Informasi yang
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah | o eatian dalam perencanaan 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah P
embangunan
_ | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Jumiah dokumen data dan informasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 1 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan yang disusun Dokumen Dokumen
_ | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi | Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Perencanaan Pembangunan SKPD Pengembangan SIMDA Perencanaan
_ | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Jumlah l_’rofll Hasil Pembangunan yang 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100% 1 Buku 1 Buku 100%
Kabupaten/Kota sudah disusun
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Persentase Ketersediaan Dokumen
' Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah
Jumiah _dokumen peng__endallan dan 1 Dokumen 1 Dokumen L L 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD Dokumen Dokumen
- | Pelaksanaan Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengendalian dan 1 1
Evaluasi Terhadap Kebijakan Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
RKPD Dokumen Dokumen




Target s Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Realisasi Tl ek reallsa§| ABErE s Target Program/Kegiatan
T dan keluaran kegiatan OPD Tahun
Kinerja Target Target program/ Renstra OPD s/d Tahun
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub RETER OFD | KT i) 207 SEGIEIED RETE iz
Rekening Progr%m/Kegiatan/Sub Kegiatan I'JKegia%an ° TR A2 | (BRI E) OFE) T R
(Akhir keluaran Tingkat berjalan (Tahun Realisasi Tingkat
Periode kegiatan s/d Target Realisasi Realisasi 2024 Capaian Capaian
Renstra Tahun 2023 (%) P (%)
OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Dokumen Pengendalian dan 1 1 o o
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD 1 Dokumen | 1 Dokumen | o imen | Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Jumlah Dokumen Pengendalian dan 1 1
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
RKPD Dokumen Dokumen
Jumlah Dokumen Pengendalian dan 1 1 o o
Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
- | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen L L 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
dan Pelaporan Pembangunan Daerah Dokumen Dokumen
_ | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan | 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pelaporan
Persentase indikator program perangkat
daerah mitra Bidang Pemerintahan dan 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
Pembangunan Manusia yang tercapai
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Persentase indikator program perangkat
9 daerah mitra Bidang Ekonomi dan 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
Pembangunan Daerah -
Sumberdaya Alam yang tercapai
Persentase indikator program perangkat
daerah mitra Bidang Infrastruktur dan 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
Kewilayahan yang tercapai
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Target Taraet dan realisasi kineria program Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Realisasi 9 - Ja prog Target Program/Kegiatan
T dan keluaran kegiatan OPD Tahun
Kinerja Target Target program/ Renstra OPD s/d Tahun
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub RETER OFD | KT i) 207 SEGIEIED RETE iz
Rekening Progr%m/Kegiatan/Sub Kegiatan I'JKegia%an ° TR A2 | (BRI E) OFE) T R
(Akhir keluaran Tingkat berjalan (Tahun Realisasi Tingkat
Periode kegiatan s/d Target Realisasi Realisasi 2024 Capaian Capaian
Renstra Tahun 2023 (%) P (%)
OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Persentase Hasll Koordinasi Perencanaan
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
Pembangunan Manusia M f
anusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan
_ | Penyusunan Dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan o o
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Dokumen Perencanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
Pemerintahan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
S . . Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
- | Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 9 - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
) . Pembangunan Daerah Bidang
Bidang Pemerintahan -
Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan
- | Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
Manusia (RPJPD, RPIJMD dan RKPD) Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Pgrsentase Hasil Kc_Jordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomiandan SDA yang 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
SDA (Sumber Daya Alam)
terlaksana
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
- | Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Perencanaan Bidang Perekonomian yang 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan | 3 Laporan 100% 3 Laporan 3 Laporan 100%
(RPIPD, RPIMD dan RKPD) tersedia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
- | Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
Bidang Perekonomian yang tersedia
Koor_dlna5| Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Persentase Hasil Koorc_:llna5| Bidang 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan | 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
Kewilayahan Infrastruktur dan Kewilayahan




Target s Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Realisasi Tl ek reallsa§| ABErE s Target Program/Kegiatan
T dan keluaran kegiatan OPD Tahun
Kinerja Target Target program/ Renstra OPD s/d Tahun
. . . . . Renstra OPD | Kinerja hasil AV kegiatan Renja 2025
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Tahun 2024 | program dan OPD Tahun Catatan
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Akhir keluaran Tingkat berjalan (Tahun Reslisas Tingkat
Periode kegiatan s/d Target Realisasi Realisasi 2024 Capaian Capaian
Renstra Tahun 2023 (%) P (%)
OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan ;l;nnqli:ul‘;ap:ggkﬂfnsgn ﬁzséﬂ?aa:;an
- | Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Y ) 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan | 4 Laporan 100% 4 Laporan 4 Laporan 100%
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
(RPJIPD, RPIMD dan RKPD) (RPIPD, RPIMD dan RKPD)
. . Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Monitorina dan Evaluasi Penvusunan
- | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang DokumengPerencanaan Pemgangunan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100%
Infrastruktur Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Asistensi
_ | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan o o
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 1 Laporan 1 Laporan 1laporan | 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
Infrastruktur Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
- Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
- | Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan IJ;(Jerr?I?12qu?;r?ggkl:rqugnKs:rrng\r;?aan
- | Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Y ) . 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan | 6 Laporan 100% 6 Laporan 6 Laporan 100%
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
(RPIPD, RPIMD dan RKPD) (RPIPD, RPIMD dan RKPD)
S } . Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan . : -
- | Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah E:Iril:lsglzzm %Q;rt?;ts;udnznn?arg:;: Isast 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 Laporan 3 Laporan 100%
Bidang Kewilayahan Bidang Kewilayahan
3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Eﬁﬁggﬁ‘:ﬁ]'Jgf"d:‘n‘jgt:g’;‘-t’s:nya”g 100% 60% 100% 100% 100% 80% 50% 50%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Jumlah Dokumen Penelitian dan 1 1
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Pengembangan Bidang Penyelenggaraan 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Peraturan Pemerintahan dn Pengkajian Peraturan
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Target Taraet dan realisasi kineria program Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Realisasi 9 - Ja prog Target Program/Kegiatan
T dan keluaran kegiatan OPD Tahun
Kinerja Target Target program/ Renstra OPD s/d Tahun
Renstra OPD | Kinerja hasil AV kegiatan Renja 2025
Relf((z)ei?ng Urusan/BPu;Icirg'nrgil g;ise“agj?alzaerr:}gﬂgtxgir; tlg:;erah dan Indikator Kmerjela< :grio;_i;z:]m/Keglatan/Sub Tahun 2024 | program dan OPD Tahun Catatan
(Akhir keluaran Tingkat berjalan (Tahun Realisasi Tingkat
Periode kegiatan s/d Target Realisasi Realisasi 2024 Capaian Capaian
Renstra Tahun 2023 (%) P (%)
OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian Jumlah rekomendasi kebijakan publik yang 2 2 2 2 2
- ! - . o . Rekomendas | Rekomendas | Rekomend | Rekomend 100% 2 Rekomendasi . 100%
dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | dihasilkan (Rekomendasi) i i asi asi Rekomendasi
- | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah data kelitbangan yang dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen L L 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Dokumen Dokumen
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data | Jumlah dokumen peraturan perundang- 2 2 2 2 2
- - e Rekomendas | Rekomendas | Rekomend | Rekomend 100% 2 Rekomendasi . 100%
dan Pengkajian Peraturan undangan yang telah dikaji i i asi asi Rekomendasi
- . . Jumlah Dokumen penelitian dan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pengembangan Bidang Ekonomi dan 1 Dokumen 1 Dokumen L L 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Pembangunan Dokumen Dokumen
Pembangunan
Jumlah dokumen penyusunan Rencana
_ | Penelitian dan Pe_ngembangan Perumahan dan Pembangunan dan Pengembanga_n 1 Dokumen 1 Dokumen 1 1 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Dokumen
(RP3KP)
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang Jumiah Dokumen Penelitian dan 1 1
- Pengembangan Perindustrian dan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
dan Pertanahan Dokumen Dokumen
Perdagangan
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Jumiah Dokumen Penelitian dan 1 1
- Pengembangan Penataan Ruang dan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Perdagangan Dokumen Dokumen
Pertanahan
Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumiah Dokumen Pengembangan Inovasi 1 Dokumen 1 Dokumen L L 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
dan Teknologi Dokumen Dokumen




Target

Target dan realisasi kinerja program

Perkiraan Realisasi Capaian

Capaian Realisasi - Target Program/Kegiatan
Kinerja Target G LRI (e Fi GFD) Tl Target program/ Renstra OPD s/d Tahun
Renstra OPD | Kinerja hasil AV kegiatan Renja 2025
Relf((z)ei?ng Urusan/Bplﬁlci;nrgil g;iseag?ai:rr:}gﬂgtzgir; tlg:;erah dan Indikator Kmerjela< :grioac_i;z:]m/Keglatan/Sub Tahun 2024 | program dan OPD Tahun Catatan
(Akhir keluaran Tingkat berjalan (Tahun Realisasi Tingkat
Periode kegiatan s/d Target Realisasi Realisasi 2024 Capaian Capaian
Renstra Tahun 2023 (%) P (%)
OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Peneltian dan Pengembangan di
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi yang 1 1 1 1 1
- ) ¢ - - dihasilkan (Rekomendasi/ Naskah Rekomendas | Rekomendas | Rekomend | Rekomend 100% 1 Rekomendasi . 100%
Bidang Teknologi dan Inovasi . - . . . h Rekomendasi
Akademik/ Permodelan kebijakan/ i i asi asi
Pedoman)
- | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jl}ml?h.has.” kelitbangan yang 1 Jurnal 1 Jurnal 1 Jurnal 1 Jurnal 100% 1 Jurnal 1 Jurnal 100%
disosialisasikan (Jurnal)
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Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian

Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 merupakan realisasi atas target kinerja

hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun 2024 yang didasarkan pada
Renstra Perubahan Tahun 2019-2024. Pada tahun 2023 Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo melaksanakan 2 urusan yaitu

perencanaan serta penelitian dan pengembangan, 4 program, 16 kegiatan dan 59 sub

kegiatan.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset

dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo mencapai 100%. Namun permasalahan yang timbul

dalam penyusunan Renja Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1.

Perubahan Versi SIPD

Sistem Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan
untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dan dalam rangka
integrasi dan keselarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,
berubah dari yang semula beralamatkan pada

https://wajokab.sipd.kemendagri.go.id/ beralih pada dua versi aplikasi baru SIPD

dengan alamat yaitu https://sipdri.kemendagri.go.id/ dan https://sipd.go.id/.

Setelah melalui sosialiasi dan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia, penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah
Kabupaten Wajo tahun anggaran 2024 diputuskan menggunakan aplikasi

https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

Pemutakhiran Kodefikasi dan Nomenklatur pada SIPD

Terdapat pemutakhiran kodifikasi dan nomenklatur Sub Kegiatan pada SIPD-RI
pada bulan Juni tahun 2024. Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri,
pemutakhiran tersebut dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah tahun 2025. Namun demikian, pemutakhiran tersebut terbit saat
penyusunan RKPD Kabupaten Wajo dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
mencapai tahapan Rancangan Akhir, sehingga diperlukan penyesuaian nhomenklatur
sub kegiatan beserta beberapa target dan indikatornya, sebelum dokumen RKPD

dan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo

dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang



Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Wajo. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan, penelitian
dan pengembangan daerah.

1.1.1 Kepala Badan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo, Kepala Badan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
Pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;

C. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan,
Riset dan Inovasi Daerah;

d. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan program kerja kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian
dan evalausi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan
manusia dan sosial budaya, bidang perekenomian dan sumber daya alam, bidang
infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan-undangan dan bidang tugasnya;

b. menyusun kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial
budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan
kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;

C. merumuskan sasaran dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial
budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan
kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;

d. mengendalikan kebijakan, menyusun kebijakan dalam bidang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan,
pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam,
bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;

e. merumuskan program kerja dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial
budaya, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan
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kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;

mengoordinasikan  pelaksanaan kebijakan dalam bidang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan,
pembangunan manusia dan sosial budaya,bidang perekonomian dan sumber daya
alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;

membina bawahan dalam hal pelaksanaan program kerja kebijakan dalam bidang
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang
pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian
dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan
Inovasi;

mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan program kerja kebijakan dalam bidang
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang
pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial budaya, bidang perekonomian
dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan
Inovasi sesuai bidang tugasnya agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai
secara optimal;

melaksanakan aktivitas kerja kebijakan dalam bidang perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan, pembangunan
manusia dan sosial budaya,bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang
infrastruktur dan kewilayahan, bidang Riset dan Inovasi;

mengevaluasi bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja tekait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang
dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja;
dan

menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang
tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1.1.2 Sekretaris

1)

2)

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan  operasional  kegiatan,
mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan
pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan
dan pelaporan serta keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan Badan Perencanaan



Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang
kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah;

pengendalian, pengawasan program dan kegiatan subbagian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

3) Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a.

1.1.2.1.

merencanakan operasional rencana kegiatan tahunan sekretariat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan
berupa kebijakan, petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan
dengan pengelolaan sekretariat;

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan
sekretariat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahan;
merencanakan, menggerakkan, mengoordinasikan dan mengendalikan
serta merumuskan dan mengajukan pertimbangan teknis pengelolaaan
sekretariat meliputi administrasi umum dan pengelolaan kepegawaian,
perencanaan dan pelaporan serta keuangan;

mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap
pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyedia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai
tingkat kinerja yang diharapkan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara
berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk
kejelasan hasil kerjanya;

melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya
sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi
yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara
berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk
kejelasan hasil kerjanya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

25



1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan
perencanaan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas subbagian umum
dan kepegawaian sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundamg-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

C. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian

umum dan kepegawaian menyiapkan bahan petunjuknpemecah masalah;

d mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga;

e mengelola melaksanakan urusan surat menyurat;

f mengelola melaksanakan urusan kearsipan;

g. mengelola melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;

h mengelola melaksanakan urusan ketalaksanaan;

[ mengelola melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;

j membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

K. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur;

l. mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan
pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;

m. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya
sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi
yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

0. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara
berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk
kejelasan hasil kerjanya; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2.2, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas melakukan
perencanaan,  mengoordinasikan, = melaksanakan dan  mengendalikan
perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran tugas sub
bagian perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan dibidang perencanaan dan pelaporan;

C. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian
perencanaan dan pelaporan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan;

e. menyiapkan bahan serta data dalam merencanakan kebutuhan sarana dan
prasarana meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor,
dan pemeliharaan kendaraan dinas;

f.  menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan
rencana kerja anggaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan
laporan akuntabilitasi instansi pemerintahan;

h.  menyiapkan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan;

i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya;

j. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja;

k. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur
pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;

l. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya
sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebujakan;

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang
dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara
berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk
kejelasan hasil kerjanya; dan

0. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1.1.2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan
operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur,
mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas subbag keuangan sesuai
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan subbagian keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
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1.1.3

pengelolaan di bidang keuangan;

C. menginventarisasi permasalahan yang berhubugan dengan subbagian
keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. melaksanakan penggajian pegawai di lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

e. melaksanakan penatausahaan keuangan Daerah lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. melaksanakan perbendaharaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

g. melaksanakan verifikasi terhadap keuangan dilingkup Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

h.  menyusun laporan keuangan akhir tahun;

i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j.  membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja;

k. memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur
pelaksanaan pekerjaan;

|.  melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya
sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang
dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara
berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk
kejelasan hasil kerjanya; dan

0. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang
tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
mempunyai tugas pokok membantu kepala badan perencanaan pembangunan,
riset dan inovasi daerah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan,
mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan
pelaksanaan kegiatan dibidang penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis
data dan informasi pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan
Daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan teknis perencanaan pembangunan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan perencanaan dan
pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah bidang



perencanaan pembangunan Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan
pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang penyusunan
perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah
bidang perencanaan pembangunan Daerah, serta pengendalian, evaluasi
dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah;

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyusunan perencanaan dan
pendanaan, analisis data dan informasi Pemerintah Daerah bidang
perencanaan pembangunan Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan
bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan
fungsinya

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a.

merencanakan operasional kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar
pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan rencana kerja
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan
tugasnya;

menyelenggarakan kebijakan dibidang perencanaan dan pendanaan, analisis
data dan informasi Pemerintah Daerah, serta pengendalian, evaluasi dan
pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan rencana
kerja dan ketentuan peraturan perundang- undangan;

menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis
pembangunan daerah;

melaksanakam koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan
daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;

melaksanakan pelaksanaan konsultasi publik;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah;

melaksanakan musrenbang kabupaten;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan;
melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah;

melaksanakan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan
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Daerah;

melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan
pembangunan Perangkat Daerah;

melaksanakan penyusunan profil pembangunan Daerah;

melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Daerah;

melaksanakan pengendalian pelaksanaan kerja sama Daerah;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala
pelaksanaan pembangunan daerah;

mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang
dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara
berkala sebagai pertanggungjawaban pekerjaan untuk kejelasan hasil
kerjanya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang
tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1.1.4 Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial

1. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial mempunyai tugas
pokok membantu kepala badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi
daerah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan
mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang
pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia
dan Sosial melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a.

perumusan kebijakan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan
sosial;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pemerintahan,
pembangunan manusia dan sosial;

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan
manusia dan sosial; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

a.

merencanakan operasional kegiatan bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia dan sosial berdasarkan rencana kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;



b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar
pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

C. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia dan sosial untuk mengurangi tingkat kesalahan
dalam pelaksanaan pekerjaan;

d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
mengevaluasi hasil kerja bawahan;

f.  menyelenggarakan kebijakan dibidang pemerintahan, pembangunan

manusia dan sosial dengan ketentuan peraturan perundan-undangan;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h.  menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang
pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. melaksanakan penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya
sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan

membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang
di capai untuk mengetahuai tingkat keberhasilan tugas;

k.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara
berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk
kejelasan hasil kerjanya; dan

l. melaksanakan tugas kedinasaan lain yang di perintahkan atasan sesuai
bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1.1.5 Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan
mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang
keuangan, perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi,
perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan
koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal,
lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaran urusan dibidang keuangan,
perdagangan, perindustrian dan penanaman modal, lingkungan hidup,
pertanian dan perikanan;
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pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan, perdagangan,
perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmgirasi, perizinan dan
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

a.

merencanakan operasional kegiatan dibidang perekonomian dan sumber
daya alam berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

memberi petunjuk kepada bawahan dibidang perekonomian dan sumber
daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;

menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan
tugasnya;

menyelenggarakan  kebijakan  dibidang  keuangan, perdagangan,
perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan, mengsinergikan, dan mengharmonisasikan penyusun
rancangan dokumen rencana pembangunan Daerah dibidang keuangan,
perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi,
perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan
perikanan;

melaksanakan analisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja
perangkat Daerah dibidang keuangan perdagangan, perindustrian dan
koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal,
lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;

mengoordinasikan dan melaksanakan musrenbang dibidang keuangan,
perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi,
perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan
perikanan;

melaksanakan pembinaan dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian
dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal,
lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;

melaksanakan penyusunan rancangan kesepakatan dengan DRRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dibidang keuangan,
perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi,
perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan
perikanan;

melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak
lanjut peyimpanan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan
sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah dibidang keuangan,
perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi,
perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan



perikanan;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan Daerah dibidang keuangan, perdagangan,
perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;

l. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara
bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan
program pembangunan Daerah selanjutnya sesuai dibidang keuangan,
perdagangan, perindustrian dan koperasi, tenaga kerja, transmigrasi,
perizinan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan
perikanan;

m. mengkoordinasikan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja
pembangunan Daerah dibidang keuangan, perdagangan, perindustrian dan
koperasi, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan penanaman modal,
lingkungan hidup, pertanian dan perikanan;

n. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

0. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara
berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk
kejelasan hasil kerjanya; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang
tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.6 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Kepala Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok membantu
kepala badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah
merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan
mengawasi, mengevaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang
pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, dan informatika
statistik, persandian dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan
melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan
pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana,
komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kewilayahan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan kebijakan dibidang
pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman,
perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika , statistik,
persandian dan kewilayahan;

C. pembinaan dan pelaksanaan tugas kebijakan dibidang pekerjaan umum,
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penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan
bencana, komunikasi dan informatika , statistik, persandian dan kewilayahan;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Kepala Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:

a.

merencanakan operasional kegiatan bidang pekerjaan umum, penataan
ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana,
komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kewilayahan
berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup bidang infrastruktur dan
kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan
tugasnya;

menyelenggarakan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang
dan pertanahan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana,
komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kewilayahan
berdasarkan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang
pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, perumahan, pemukiman,
perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian
dan kewilayahan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan, mensinergikan, dan dokumen rencana pembangunan
Daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertahanan,
perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan
informatika, statistik persandian dan kewilayahan;

melaksanakan analisis strategis perangkat daerah di bidang pekerjaan
umum, penataan ruang dan penataan ruang dan pertahanan, perumahan,
pemukiman, perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik
persandian dan kewilayahan;

mengoordinasikan dan melaksanakan musrenbang di bidang perkerjaan
umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman,
perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian
dan kewilayahan;

melaksanakan pembinaan di bidang perencanaan kepada Perangkat daerah
umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman,
perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian
dan kewilayahan;

melaksanakan penyusunan rancangan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dibidang pekerjaan
umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman,
perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian



1.1.7

dan kewilayahan;

k.  melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut
penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan
sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah dibidang pekerjaan umum,
penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan
bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;

l. melaksanakan evaluasi rencana dari pelaksanaan pembangunan secara
bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan
program pembangunan Daerah selanjutnya dibidang, penataan ruang dan
pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana,
komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;

m. mengoordinasikan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja
pembangunan Daerah dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan
pertahanan, perumahan, pemukiman, perhubungan dan bencana,
komunikasi dan informatika, statistik persandian dan kewilayahan;

n. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional dan kegiatan provinsi;

0. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang
pekerjaan umum, penataan ruang dan pertahanan, perumahan, pemukiman,
perhubungan dan bencana, komunikasi dan informatika, statistik persandian
dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

r.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan berkala
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil
kerjanya; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yg diperintahkan atasan sesuai bidang
tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Riset dan Inovasi

Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempuyai tugas pokok membantu kepala badan
badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah merencanakan,
mengorganisasikan, = menggerakkan,  mengendalikan dan  mengawasi,
mengeveluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang riset
dan inovasi dalam bidang penyelenggaran pemerintahan dan pengkajian
peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta
pengembangan inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Riset dan Inovasi melaksanakan fungsi
sebagai berikut:
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Perumusan kebijakan dibidang riset dan inovasi dalam bidang
penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan
kependudukan, ekonomi, dan pembangunan, serta pemgembangan inovasi
dan teknologi;

pemberian dukungan atas penyelenggaran urusan riset dan inovasi daerah;
pembinaan dan pelaksanaan tugas riset dan inovasi dalam bidang
penyelenggaran pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan
kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi
dan teknologi;

pemantauan dan evaluasi dibidang riset dan inovasi dalam bidang
penyelenggaran pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan
kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta pengembangan inovasi
dan teknologi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a.

merencanakan kebijakan dan operasional kegiatan pada bidang riset dan
inovasi berdasarkan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yg diberikan sesuai dengan
tugasnya;

memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang di capai
dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk meyempurnakan hasil kerja;
mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyelenggarakan kebijakan riset dan inovasi pada bidang penyelenggraan
pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi
dan pembangunan,serta pengembangan inovasi dan teknologi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

menyelenggarakan  fasilitasi dan  pengembangan pada bidang
penyelenggaran pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan
kependudukan, ekonomi dan pembangunan,serta pengembangan inovasi
dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyelenggarakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga
Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang
berwenang;

merumuskan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan/atau evaluasi
terhadap pelaksanaan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan penyediaan dara dan informasi pada bidang riset dan inovasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksaanan tugas;



l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada
bidang riset dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara
berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk
kejelasan hasil kerjanya; dan

n.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai bidang
tugasnya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan
fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Wajo, sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bapperida Kab. Wajo

SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN
DAN KEPEGAWAIAN DAN PELAPORAN KEUANGAN

LILE L ekt iarl e ool JDANG LEVERN AL, BIDANG PEREKONOMIAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN BIDANG RISET DAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM KEWILAYAHAN INOVASI
PEMBANGUNAN DAERAH DAN SOSIAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

KEPALA BADAN

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025

2.2.2 Kinerja Pelayanan OPD

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah Kabupaten Wajo berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Badan
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Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD
dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh

pemerintah sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:



Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Wajo

Tabel 2.2

SPM/ TARGET TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
NO INDIKATOR STANDAR IIKKIl<J/ INDIKATOR
NASIONAL LAINNYA 2025 2026 2027 2028 2024 2025 2026 2027
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Predikat/Nilai SAKIP
1 | Kabupaten pada Aspek - IKU - 83,20 84,01 84,51 85,01 82,70 0 95,73% 89,00%
Perencanaan
Predikat/Nilai SAKIP
2 | Kabupaten pada Aspek - IKU - 15 17 19 21 16,19 0 87,53% 78,41%
Pengukuran Kinerja
Rata-Rata Capaian kinerja
3 | sasaran pembangunan - IKU - 100 100 100 100 100 0 0,00% 100,00%
daerah
Presentase hasil
4 | kelitbangan yang - IKU - 100 100 100 100 100 0 0,00% 100,00%
diimplementasikan
5 | Indeks Inovasi - IKU - 50 50 50 50 46,41 0 0,00% 0,00%
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NO

INDIKATOR

SPM/
STANDAR
NASIONAL

IKK/
IKU

TARGET
INDIKATOR
LAINNYA

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-

REALISASI CAPAIAN

PROYEKSI

2025

2026

2027

2028

2024

2025

2026

2027

INDIKATOR KINERJA KUNCI

Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA

IKK

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada

Ada

100,00%

100,00%

Tersedianya Dokumen
Perencanaan :RPJMD
yang telah ditetapkan
dengan PERDA/ PERKADA

IKK

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada

Ada

100,00%

100,00%

Tersedianya Dokumen
Perencanaan :RKPD yang
telah ditetapkan dengan
PERKADA

IKK

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada

Ada

100,00%

100,00%

Tersedianya dokumen
RTRW yang telah
ditetapkan dengan PERDA

IKK

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada/Tidak

Ada

Ada

100,00%

100,00%

10

Penjabaran Konsistensi
Program RPJMD kedalam
RKPD

IKK

74

75

75

76

91,3

133,78%

100,00%




REALISASI CAPAIAN

PROYEKSI

SPM/ TARGET TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-
NO INDIKATOR STANDAR IIKK'l(J/ INDIKATOR
NASIONAL LAINNYA 2025 2026 2027 2028 2024 2025 2026 2027

Penjabaran Konsistensi

11 | Program RKPD kedalam - IKK - 75 76 77 78 91,3 0 120,00% 130,26%
APBD
Kesesuaian rencana

12 | pembangunan dengan - IKK - 85 86 86 88 82 0 96,47% 95,35%
RTRW

13 | Persentase implementasi - IKK - 100 100 100 100 100 0 0,00% 100,00%
rencana kelitbangan

14 | Persentase pemanfaatan . IKK - 100 100 100 100 100 0 0,00% 100,00%
hasil kelitbangan.
Persentase perangkat

15 | daerah yang difasilitasi - TKK - 100 100 100 100 19 0 0,00% 0,00%
dalam penerapan inovasi
daerah
Persentase kebijakan

16 | inovasi yang diterapkan di - IKK - 100 100 100 100 100 0 0,00% 17,00%
daerah
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2.2.3 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Setiap usulan program dan kegiatan, perlu didukung data atau informasi yang

memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau

informasi dikumpulkan sedemikian hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai

dengan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah. Data informasi yang disajikan

berdasarkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan

Tabel Data Informasi, di bawah ini:

1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan
Dengan PERDA

Dokumen RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 20025-2045 yang diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPIJMD vyang telah
ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

RPIJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat
penjabaran visi misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan
dengan berpedoman pada RPIPD serta memperhatikan RPJPN dan RPJMN.
Dokumen RPIJMD Kabupaten Wajo untuk pelaksaaan RPJPD Kabupaten Wajo

meliputi :

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD vyang telah
ditetapkan dengan Perda

Penjabaran visi dan misi dalam dokumen RPIMD dituangkan dalam RKPD yang
merupakan dokumen tahunan yang mana sejak tahun 2008 ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Wajo meliputi :

1. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2018 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo
Nomor 27 Tahun 2017.

2. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo
Nomor 45 Tahun 2018.

3.  RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2020 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo
Nomor 117 Tahun 2019.



4. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2021 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo
Nomor 81 Tahun 2020. 5. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2022 diatur dengan
Peraturan Bupati Wajo Nomor 113 Tahun 2021.

5.  RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2023 diatur dengan Peraturan Bupati Wajo
Nomor 39 Tahun 2022.

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh
PERDA

Pada Tahun 2012 oleh Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kab. Wajo
disusunlan Dokumen RTRW Kab. Wajo dan ditetapkan dengan PERDA Nomor 12
Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Wajo Tahun
2012-2032. Pada Tahun 2023 telah di susun Perda Kabupaten Wajo Nomor 1
Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023- 2042.

Penjabaran Konsistensi Program RPIJMD ke dalam RKPD

Penjabaran program RPIMD ke dalam RKPD Kabupaten Wajo pada tahun 2018
dan 2019 menjadi 73%. hal ini disebabkan dengan penyesuain terhadap prioritas
pembangunan daerah setiap tahunnya. Kemudian tahun 2020 meningkat tajam
menjadi 99%. ini menandakan Renja OPD telah memperhatikan tujuan dan
prioritas pembangunan daerah. Namun tahun 2021 menurun menjadi 75%. ini
disebabkan dengan adanya perubahan regulasi terkait nomenklatur program dan
kegiatan serta dengan terbitnya regulasi tentang penggunaan sub kegiatan. Untuk
lebih jelasnya mengenai penjabaran program RPIJMD ke dalam RKPD Kabupaten
Wajo Tahun 2018-2022 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3.1
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2018 s.d. 2022

Uraian
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Jumlah Program

No!| Tahun Jumlah Program RPIMD yang Pers_entase

RKPD Tahun harus Penjabaran
Berkenaan dilaksanakan RPJM[;IéﬁDdalam
Tahun Berkenaan

1 2018 229 314 73%

2 2019 229 314 73%

3 2020 322 324 99%

4 2021 206 274 75%

5 2022 206 274 75%

Sumber: Bapperida Kab. Wajo Tahun 2023

Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD

Penjabaran program RKPD ke dalam APBD Kabupaten Wajo pada tahun 2018

sebesar 74%. Tahun 2020 meningkat cukup tajam menjadi 90% dan di tahun 2021

menjadi 99%. hal ini menandakan sinkronisasi antara pendanaan dan perencanaan

semakin baik. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.3.2
Penjabaran Program RKPD kedalam APBD Tahun 2018 s.d. 2022

Jumlah Program .
Jumlah Program Penjabaran
No | Tahun | = b KPD Tahun APBD Yang RPIMD ke
Berkenaan . AEIUE dalamRKPD
Dilaksanakan
Tahun
Berkenaan
1 2018 231 314 74 %
2 2019 231 314 74 %
3 2020 322 291 90 %
4 2021 206 204 99 %
5 2022 206 204 99 %

Sumber: Bapperida Kab. Wajo Tahun 2023




7. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW
Saat ini kesesuaian dengan RTRW kabupaten masih rendah diindikasikan dengan
telah dilaksanakannya beberapa program / kegiatan pebangunan terhadap pola
dan struktur ruang pembangunan pada program utama RTRW Kabupaten.
Kesesuaian realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW sebesar 80 pada
tahun 2017 hingga tahun 2019 dan meningkat menjadi 82 di tahun 2020 dan
stagnan hingga tahun 2021. Adanya kondisi lingkungan yang sudah kurang sesuai
dengan peruntukan RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2012 — 2032 beserta Perdanya
sehingga perlu dilakukan Revisi RTRW Kabupaten Wajo. Untuk lebih jelasnya dapat
terlihat pada tabel berikut:
2.2.3.3
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW
Tahun 2018 s.d. 2022
No Uraian 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

kesesuaian

program/kegiatan 30 80 80 80 80

pembangunan terhadap

pola dan struktur ruang

dokumen RTRW 1 1 1 1 1

Kesesuaian rencana

pembangunan dengan 80 80 82 82 82

RTRW

Sumber: Bapperida Kab. Wajo Tahun 2023

8.

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 adalah sebanyak 4.
Adapun jumlah kelitbangan dalam dokumen Renja Rerangkat Daerah sebanyak 4.
sebanyak 3, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 6
jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti. Adapun jumlah kelitbangan dalam Renja
Perangkat Daerah pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 7
dibandingkan tahun 2021 yang hanya berjumlah 5 jumlah kelitbangan dalam Renja
Perangkat Daerah. Namun persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun
2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021
persentase kelitbangan sebanyak 100% sedangkan pada tahun 2022 menurun
sebesar 86%. Untuk itu meskipun persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

mengalami penurunan sebesar 86% namun masih dalam kategori Sangat Baik,
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sehingga untuk tahun selanjutnya dapat meningkatkan pemanfaatan hasil

kelitbangan.

Tabel 2.2.3.4
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Tahun 2018-2022

N Uraia 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
o n
Jumlah kelitbangan yang
1 ditindaklanjuti 4 0 > > 4
Jumlah kelitbangan
2 | dala obanga 30 0 5 5 30

Renja perangkat daerah

Persentase pemanfaatan

) 0 ) 0 0
3 hasil kelitbangan. 13% 0% 100% 100% 13%

Sumber: Bapperida Kab. Wajo. Tahun 2023

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, mengamanatkan mekanisme
perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan
pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku
koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan
perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam
penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses
penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara
lain:

1.  Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;

2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah
(RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen
perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota; dan

3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah
(RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan
Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD.



Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

ASPEK CAPAIAN/ KONDISI STANDAR YANG PERMASALAHAN PELAYANAN

CAPAIAN SAAT INI DIGUNAKAN INTERNAL EKSTERNAL PD
Belum
optimalnya .

o Belum optimalnya

Akuntabilitas akuntabilitas Perubahan Renstra Terbatasnya SDM Peraturan Perundang Belum optimalnya akuntabilitas
Perencanaan enyelenggaraan layanan Bapperida Tahun Perencana Undangan yang telah enyelenggaraan pemerintahan
Pembangunan penyelengg Y 2019-2024 tersedia penyelengg P

dan Kelitbangan
Daerah

urusan perangkat daerah

Rendahnya kompetensi aparatur

Terbatasnya sarana dan prasarana
penunjang kerja

Rendahnya pemahaman bersama
terhadap kondisi daerah,
permasalahan, dan isu strategis
pembangunan daerah

Rendahnya kepatuhan
pengusul/pe nerima DAK
terhadap
tahapan/waktu/proses/penyusunan

47




ASPEK
CAPAIAN

CAPAIAN/ KONDISI
SAAT INI

STANDAR YANG
DIGUNAKAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

INTERNAL

EKSTERNAL

PERMASALAHAN PELAYANAN
PD

Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah

Rendahnya masukan dan saran
dari para pemangku kepentingan
dalam menyempurnakan
rancangan awal dokumen
perencanaan (RKPD/RPIMD)

Rendahnya pemahaman peserta
terhadap tujuan pelaksanaan
forum SKPD/Lintas SKPD

Rendahnya partisipasi anggota
DPRD dalam proses/kegiatan
Musrenbang

Sulitnya menyepakati kegiatan
prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan yang belum tercakup
dalam prioritas kegiatan
pembangunan desa/kelurahan

Rendahnya kepatuhan terhadap
tahapan/waktu/proses/penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah




ASPEK
CAPAIAN

CAPAIAN/ KONDISI
SAAT INI

STANDAR YANG
DIGUNAKAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

INTERNAL

EKSTERNAL

PERMASALAHAN PELAYANAN
PD

Belum optimalnya
pengelolaan dan
pemanfaatan data
pembangunan daerah

Perubahan Renstra
Bapperida Tahun
2019-2024

Belum optimalnya
asistensi
pembangunan
daerah

Kurangnya koordinasi
data dan informasi
pembangunan daerah
daerah antar
perangkat daerah

Verifikasi dan validasi data belum
dilaksanakan

Kurang tersedianya data yang
dibutuhkan dari produsen data

Pengelolaan data dan informasi
harus dilakukan dalam satu sistem

Informasi hasil pembangunan
belum menyentuh lapisan paling
bawah

Masih kurangnya
pemanfaatan hasil
monitoring, evaluasi dan
pengendalian
pembangunan daerah

Perubahan Renstra
Bapperida Tahun
2019-2024

Belum optimalnya
monitoring, evaluasi
dan pengendalian
pembangunan
daerah

Kurangnya koordinasi
data dan informasi
pembangunan daerah
daerah antar
perangkat daerah

Belum optimalnya pengendalian
perencanaan daerah

Belum maksimalnya
penyelenggaraan pengendalian
pelaksanaan kerja sama daerah
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ASPEK
CAPAIAN

CAPAIAN/ KONDISI
SAAT INI

STANDAR YANG
DIGUNAKAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

INTERNAL

EKSTERNAL

PERMASALAHAN PELAYANAN
PD

Belum optimalnya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan

Belum terarahnya fungsi
kelitbangan daerah
dalam pembangunan
daerah

Perubahan Renstra
Bapperida Tahun
2019-2024

Kurangnya SDM
Peneliti

Kurangnya SDM yang
memanfaatkan hasil
kelitbangan

Sulitnya mendapatkan data
sektoral dari perangkat daerah

Minimnya SDM kelitbangan
sehingga memerlukan pihak ketiga
dalam pelaksanaan kelitbangan

Masih terdapat duplikasi fungsi
kelitbangan pada perangkat
daerah

Belum berkembangnya
inovasi dan pemanfaatan
teknologi

Perubahan Renstra
Bapperida Tahun
2019-2024

Belum optimalnya
pengembangan
inovasi

Kurangnya SDM yang
ingin berinovasi

Belum optimalnya koordinasi
inovasi daerah

Masih rendahnya kapasitas dan
ekosistem inovasi

Belum adanya komitmen untuk
memanfaatkan kekayaan
intelektual dalam pembangunan
ekonomi daerah




Tabel 2.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian
Tujuan dan Sasaran

Misi dan Program Faktor

KDH dan Wakil
No |  KDH Terpilih

Permasalahan
Pelayanan OPD

Penghambat

Pendorong

Misi 3 : 1. Kurangnya SDM Belum optimalnya | 1. Penggunaan IT
Mewujudkan perencana perencanaan yang yang telah
Pemerintahan 2. Kurangnya akurasi | perprinsip pada terintegrasi
yang Baik perencanaan dan transformasi 2. Motivasi kerja yang
data kinerja . ) kuat dengan pola
3. Belum ada birokrasi kerja yang sistemik
ketentuan spasial dan terjadwal
yang lebih detail 3. Pelaksanaan diklat
untuk melakukan teknis terkait
perencanaan perencanaan
Program Terjadi perubahan | Penyesuaian dan
Perencanaan Adanya kebijakan kebijakan _ sinkronisasi antara
1 P ) perencanaan dari | aturan yang sudah
embangunan yang berubah-ubah P :
emerintah ada dengan aturan
Daerah Pusat/pimpinan yang baru
Pengembangan
partisipasi

masyarakat dalam
perumusan program
dan kebijakan
layanan publik masih
rendah dan kurang
berkualitasnya
dokumen
perencanaan
pembangunan

Pemahaman dan
penguasaan tata
cara penyusunan
dokumen
perencanaan oleh
aparatur masih
rendah

Peraturan perundang-
undangan telah
tersedia, SDM dan
sarana serta
prasarana memadai

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2025, Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo

turut mendukung

pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Permasalahan yang harus segera

diselesaikan terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan antara lain masih

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap usulan perencanaan yang disampaikan ke

tingkat Kabupaten, masih terbatasnya ketersediaan data yang akurat, serta masih
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rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Permasalahan-permasalahan
tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui pencapaian sasaran pembangunan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.



Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Wajo

Tabel 2.5

Urusan/Bidang Indikator Kinerja . Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prak|ra.|ra|; Ma;l:)gg ncana
Kode | Urusan Pemerintahan el Target Akhir Capaian Capaian Kelompok ahun PD
LD Rek PRGN R Ke! iagan/Sub S RenPa OPD LELE Prioritas SasarI;n T
Program/Kegiatan/ Ee iatan RenstraOPD | o an 2023 | RenjaOPD Target Pagu Lokasi Sumber Target _ | ngJlawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
E:zg:‘n;:;r::in;:anlgn Rata-Rata Realisasi Bapperida Kab,
H 0, 0, 0, 0, * - - 0, T
1 Daerah Kabupaten/ g:g;:t:n Perangkat 100% 100% 100% 100% 7.946.755.727 Wajo APBD OPD 100% 6.947.881.473 Bapperida
Kota
Persentase
dokumen
Perencanaan, :::\eg:iagn;:rg’n, dan Bapperida Kab,
0, 0, 0, * - - 0,
:s:ﬂ;';?f‘(?;:?!adgg Evaluasi Kinerja 100% 100% 9 Dokumen 100% 136.877.700 Wajo APBD OoPD 100% 163.877.700,
] Perangkat Daerah
yang disusun tepat
waktu
Jumlah Dokumen -
Penyusunan Dokumen 3 Bapperida Kab. _ _ 3
Perencanaan PD E(;reergzr:.lanaan Perangkat 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Dokumen 72.497.500 Wajo APBD OPD Dokumen 99.497.500
Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan 1 Bapperida Kab 1
Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 11.487.800 Wajo APBD - - OPD Dokumen 11.487.800
RKA-PD Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
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Urusan/Bidang i ineri isasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ll T L O LT T
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:‘r;ena Target Akhir '::Zalési::' Capaian Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE RenPa OPD = Prioritas Sasarl;n Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬂ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan g Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Jumlah Dokumen
S Perubahan RKA-SKPD

Koordinas! dan dan Laporan Hasil 1 Bapperida Kab 1

EZ?:E:;:Q?”REXF:S% Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 11.237.800 Wajo APBD B B OPD Dokumen 11.237.800
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-

— SKPD dan Laporan .

Koordinasi dan - R 1 Bapperida Kab. _ _ 1

Penyusunan DPA-PD E:rf:/'u';%%fr:";z'kumen 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 5o men 5.000.000 Wajo APBD OPD Dokumen |  5.000.000
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen

Koordinasi dan Z:;ult.):ggpar? IP_{/;SS:TPD 1 Bapperida Kab 1

Peryusunan Perubahan |\ rdinasi Penyusunan | 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen | 51 imen 5.000.000 Wajo APBD - - OPD Dokumen 5.000.000
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan

Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Bapperida Kab

Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 6.000.000 ppWa'o ’ APBD - - OPD 1 Laporan 6.000.000

Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi Penyusunan R ) e

PD Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

. Jumlah Laporan -
Evaluasi Kinerja R Bapperida Kab. . _
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja 2 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 25.654.600 Wajo APBD OPD 2 Laporan 25.654.600

Perangkat Daerah




’ Urusan/Bidang Indikator Kinerja . Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Praklr?r::::l:‘a]zt(l)gse ncana
Kode rusan Pemerintahan Program/ TargeF Akhir Capaian Capaian Kelompok PD
— Rek PRGN G Kegiatan/Sub FELIEE Renja OPD = Prioritas Sasaran Penanggu
Program/Kegiatan/ Kegiatan RenstraOPD | o 023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Administrasi :::?n?s::rsaesi Bapperida Kab,
Keuangan Perangkat K kat 100% 100% 100% 100% 5.686.271.534 Wai ) APBD - - OPD 100% 5.057.789.373
Daerah euangan perangka . . . ajo
daerah
. " Jumlah Orang yang ]
e s, B A B P e I B R P I | o | PR | asmanans
Tunjangan ASN
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Bapperida Kab
K ! Hasil Koordinasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000 . ! APBD - - OPD 1 Laporan
euangan Akhir Tahun Wajo 10.000.000
PD Penyusunan La_poran
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Penatausahaan dan 1 Bapperida Kab. 1
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi 1 Dokumen 0 Dokumen 2laporan | noimen | 143.000.000 Wajo APBD - - OPD Dokumen |  115.350.000
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Triwulanan/
Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan Bapperida Kab
Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi 100% 2 Laporan - 2 Laporan 6.000.000 ppWa'o ) APBD - - OPD 2 Laporan 12.000.000
Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan ) e
PD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD
Administrasi Barang :gﬁmﬁfaesi Barang Bapperida Kab
Milik Daerah pada Milik Daerah pada 100% 0 Orang 100% 10.000.000 Wajo APBD - - OPD 100% 10.000.000

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah
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Urusan/Bidang i ineri isasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ll T L O LT T
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:‘r;ena Target Akhir Ié:al;s;:l Capaian P & 9 Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE RenPa OPD = Prioritas Sasargn Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬁ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Penyusunan Perencanaan | Jumlah Rencana .
s . 1 Bapperida Kab. 1
Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang Milik 100% 1 Dokumen 100% ) APBD - - OPD
Daerah SKPD Daerah SKPD Dokumen 5.000.000 Wajo Dokumen 5.000.000
Rekonsiliasi dan JumIah_ITap_oran
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Bapperida Kab
0, : - -
Barang Milik Daerah pada Penyusung_n Laporan 1 Laporan 100% 8 Paket 1 Laporan 5.000.000 Wajo APBD OPD 1 Laporan 5.000.000
SKPD Barang Milik Daerah
pada SKPD
Administrasi Persentase Pegawai o o Bapperida Kab. _ _ o
Kepegawaian PD PD yang dilayani 100% 0 Dokumen 20 Paket 100% 77.000.000 Wajo APBD OPD 100% 115.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaian Bapperida Kab
Beserta Atribut Dinas beserta Atribut 100 Paket 0 Laporan 2 Paket 100 Paket ppena ! APBD - - OPD 100 Paket
25.000.000 Wajo 25.000.000
Kelengkapannya Kelengkapan
Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Bapperida Kab
Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 4 Orang 100% 2 Dokumen 6 Orang 52.000.000 ppWa'o ’ APBD - - OPD 4 Orang 90.000.000
Perundang-undangan Peraturan Perundang- R ] A
Undangan
Persentase
Administrasi Umum administrasi umum o o Bapperida Kab. _ _ o
PD PD berjalan sesuai 100% 192 Paket 19 laporan | 100% | 454 306.493 Wajo APBD OPD 100% | 660.614.400
standar
Penyediaan Komponen Jumiah Paket .
Instalasi E(;?:ii‘/)gsgelrgita;? 10 Paket 0 Oran 1Dokumen | 10 Paket Bapperida Kab. APBD - - oPD 10 Paket
Listrik/Penerangan 9 9 10.000.000 Wajo 10.530.000

Bangunan Kantor

Bangunan Kantor yang
Disediakan




Urusan/Bidang ’ S icaci Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan AL L T L )
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:‘r;ena Target Akhir '::Zalési::' Capaian P & 9 Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE RenPa OPD = Prioritas Sasarl;n Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬂ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Bapperida Kab.
dan Perlengkapan 15 Paket 100% 100% 15 Paket 16.000.000 N ) APBD - - OPD 15 Paket
dan Perlengkapan Kantor . Wajo 16.000.000
Kantor yang Disediakan
. Jumlah Paket Barang
e aa s Cetakan dan 3 Paket 8 Paket 0 Unit 3 Paket Bapperida Kab. APBD - - OPD 3 Paket
Penggandaan Penggandaan yang 20.000.000 Wajo 25.084.400
99 Disediakan
Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan 1 Bapperida Kab 1
Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang 1 Dokumen 20 Paket 0 Unit Dokumen 20.000.000 Wajo APBD - - OPD Dokumen 46.500.000
Perundang-undangan Undangan yang
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlar|1 Laporan d b
2 . | Penyelenggaraan Rapat o Bapperida Kab. _ _
ggordlnaﬂ dan Konsultasi Koordinasi dan 1 Laporan 2 Paket 100% 1 Laporan 255.088.865 Wajo APBD OPD 1 Laporan 365.000.000
Konsultasi SKPD
) Jumlah Dokumen -
Penatausahaan Arsip ' 1 Bapperida Kab. _ _ 1
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan Dokumen 115.000.000 Waijo APBD OPD Dokumen 122.500.000
Dinamis pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan Jumiah Dokumen
Sistem Pemerintahan St | bokumen | 119 Laporan 1 Laporan . Bapperida Kab. APBD - - OPD .
Berbasis Elektronik pada : ] P p Dokumen 15.217.628 Wajo Dokumen 75.000.000
PD Berbasis Elektronik
pada SKPD
Penyediaan Jasa Persentase jasa Bapperida Kab
Penunjang Urusan penunjang urusan 100% 0 Dokumen 1 Laporan 100% 340.300.000 Wajo APBD - - OPD 100% 490.100.000

Pemerintahan Daerah

yang tersedia
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Urusan/Bidang ’ S icaci Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan AL L T L )
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:‘r;ena Target Akhir Ié:al;s;:l Capaian P & 9 Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE RenPa OPD = Prioritas Sasargn Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬁ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan g Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Surat Iiirlzzi;:g%r::a Surat 1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan Bapperida Kab. APBD - - OPD 1 Laporan
Menyurat " Y P P P 19.500.000 Wajo P 21.300.000
enyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa .
Komunikasi, Sumberdaya | Komunikasi, Sumber 1 Laporan 100% 100% 1 Laporan Bapperida Kab. APBD - - OPD 1 Laporan
. o oS 200.000.000 Wajo 352.000.000
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa -
Peralatan dan Peralatan dan 1 Laporan 1 Laporan 2 Unit 1 Laporan Bapperida Kab. APBD - - OPD 1 Laporan
23.000.000 Wajo 18.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa ; Bapperida Kab. _ _
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 1 Laporan 1 Laporan 29 Unit 1 Laporan 97.800.000 Wajo APBD OPD 1 Laporan 98.800.000
Kantor yang Disediakan
Persentase
Pengadaan Barang Pengadaan Barang
Milik Daerah Milik Daerah o . o Bapperida Kab. . _ o
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100% 1 Laporan 1 Unit 100% | 906.000.000 Wajo APBD OpPD 100% | 191.500.000
Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah
Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Bapperida Kab
Dinas Operasional atau P 8 Unit 200.000.000 pperida Kap. APBD - - OPD 20.000.000
L Lapangan yang Wajo
apangan A
Disediakan
Jumlah Paket Mebel " . Bapperida Kab. R R .
Pengadaan Mebel yang Disediakan 5 Unit 1 Laporan 100 52 Unit 173.000.000 Wajo APBD OPD 5 Unit 21.500.000




Urusan/Bidang i ineri isasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ll T L O LT T
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:‘r;ena Target Akhir '::Zalési::' Capaian P & 9 Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE RenPa OPD = Prioritas Sasarl;n Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬂ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan g Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif

Jumlah Unit Peralatan

Pengadaan Peralatan dan | dan Mesin . . : Bapperida Kab. _ _ .

Mesin Lainnya Lainnya yang 7 Unit 5 Unit 1 Dokumen 23 Unit 283.000.000 Wajo APBD OPD 7 Unit 125.000.000
Disediakan
Jumlah Unit Gedung

Pengadaan Gedung Kantor Bapperida Kab

Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya 1 Unit 250.000.000 ppWa'o ’ APBD - - OPD 25.000.000

Lainnya yang )
Disediakan

Pemeliharaan Barang

Milik Daerah :::\suen';taa:ge arusan 100% 100% 100% 100% Bapperida Kab. | ppgp - - OPD 100%

Penunjang Urusan ang terpelihara 339.000.000 Wajo 259.000.000

Pemerintahan Daerah | Y2N9 *€P

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan

Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas . . o : Bapperida Kab. . . .

Kendaraan Perorangan Jabatan yang 1 Unit 12 Unit 100% 1 Unit 74.000.000 Wajo APBD oPD 1 Unit 74.000.000

Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan

Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan

Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau

Pemeliharaan, Pajak dan Lapangan yang . o o . Bapperida Kab. ) ) .

Perijinan Kendaraan Dipelihara dan 26 Unit 100% 100% 26 Unit 65.000.000 Wajo APBD OPD 26 Unit 50.000.000

Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan

Lapangan Perizinannya

Pemeliharaan/Rehabilitasi égr:lggnii?]:r;géﬁ;tg Bapperida Kab

Gedung Kantor dan yang 1 Unit 1 Unit 1 Dokumen 1 Unit 200.000.000 Wajo APBD - - OPD 1 Unit 135.000.000

Bangunan Lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi
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i i . S Prakiraan Maju Rencana
Urus:n/ qual‘lgh Indikator Kinerja | - AKhi Realisasi Péaklr_aan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026 oD
Kode Urusan Pemerintahan Program/ argeF ir Capaian apaian Kelompok
— Rek PRGN G Kegiatan/Sub FELIEE Renja OPD = Prioritas Sasaran Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬂ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Persentase
Ketersediaan
dokumen RPJIPD, .
RPIMD dan RKPD 100% 26 Unit 4 Dokumen | 100% Ba""s\;';!z Kab. | apBD - - oPD 100%
yang ditetapkan ]
dengan
PERDA/PERKADA
Program
Perencanaan, Persentase
Pengendalian dan Penjabaran
" i 837.742.800 i 1.000.888.746
Evaluasi Konsistensi Program 100% 1 Unit 2 Berita 100% BapperidaKab. | spgp - - oPD 100%
Pembangunan Daerah | RPIMD kedalam cara ajo
RKPD
Persentase
Penjabaran : .
Konsistensi Program 100% 100% 33‘2:::3 100% Bap"‘e';:!ﬂ Kab. | ApBD - - OPD 100%
RPIMD kedalam ]
APBD
Persentase
Ketersediaan
Penyusunan . .
Perencanaan dan dokumen 100% 100% 39 Berita 100% | 30224 800 Bapperida Kab: | apmp - - oPD 100% | cos 048746
Pendanaan perencanaan yang cara 742, ajo .048.
berkualitas dan
tepat waktu
Jumlah Dokumen
Analisis Kondisi Daerah, Rancangan Awal
Permasalahan, dan Isu RPIMD/RKPD (Sesuai o 1 Bapperida Kab. } . 1
Strategis Pembangunan Kebutuhan Jika RPIMD 1 Dokumen 100% 1809 Usulan Dokumen 9.051.300 Wajo APBD OPD Dokumen 50.960.000
Daerah Maka Rancangan
Teknokratik)
Koordinasi Penelaahan Jumlah Telaahan
Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan 2 Bapperida Kab 2
0, - - -
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah 2 Dokumen 100% 3 Dokumen Dokumen 19.779.800 Wajo APBD OPD Dokumen 27.000.000

dengan Dokumen
Kebijakan Lainnya

Daerah




Urusan/Bidang ’ S icaci Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan AL L T L )
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:lr;ena Target Akhir '::Zalési::' Capaian Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE RenPa OPD = Prioritas Sasarl;n Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬂ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Berita Acara : o o 2 Berita Bapperida Kab. ) _ 1 Berita
Publik Konsultasi Publik 1 Berita Acara 100% 100% Acara 13.676.400 Wajo APBD oPD Acara 25.000.000
Jumlah Berita Acara
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat 39 Berita 39 Berita Bapperida Kab. _ _ 39 Berita
Forum SKPD/Lintas SKPD | Daerah/Lintas Acara 1 Dokumen 1 Dokumen Acara 7.234.700 Wajo APBD OPD Acara 7.000.000
Perangkat Daerah
Jumlah Berita Acara . . . .
Pelaksanaan Musrenbang 39 Berita 2 Berita Bapperida Kab. ) _ 1 Berita
Kabupaten/Kota Musrenbang Acara 4 Dokumen 39 Orang Acara 69.507.500 Wajo APBD OPD Acara 75.000.000
Kabupaten/Kota
R Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan Perencanaan
dan Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah 4 Bapperida Kab 2
i 0, " - -
Perencanaan Kabupaten/Kota yang 2Dokumen | 2 BeritaAcara | 100,00% | ey | 249,205,200 Wajo APBD OPD Dokumen | 402.798.746
Pembangunan Daerah Ditetapkan
Kabupaten/Kota (RPIPD/RPIMD/RKPD)
Penyiapan Bahan Jumlah Usulan yang .
R N . 1809 Bapperida Kab. _ _ 180
Koordinasi Musrenbang Terverifikasi oleh 180 Laporan 39 Berita Acara 4 Laporan Usulan 19.197.900 Wajo APBD OPD Usulan 15.290.000
Kecamatan Kecamatan
Analisis Data dan Persentase Data dan
Informasi Informasi yang - .
Pemerintahan Daerah | dimanfaatkan dalam 100% 33\:::;“ 1 Laporan 100% 50.000.000 Bapps\;‘;qz Kab. APBD - - OPD 100% 95.340.000
Bidang Perencanaan perencanaan ) ) ) ) )
Pembangunan Daerah | pembangunan
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Urusan/Bidang i ineri isasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ll T L O LT T
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:‘r;ena Target Akhir '::Zalési::' Capaian Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE RenPa OPD = Prioritas Sasarl;n Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬂ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Jumlah Dokumen Hasil
Analisis Data untuk
Analisis Data dan Penyusunan Kebijakan 1 Bapperida Kab 1
Informasi Perencanaan Perencanaan 1 Dokumen 3 Dokumen 100% ppera ’ APBD - - OPD
Dokumen 14.160.000 Wajo Dokumen 19.500.000
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
(Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah)
Pembinaan dan Jumlah Orang yang
Pemanfaatan Data dan Dibina dalam o Bapperida Kab. _ _
Informasi Perencanaan Pemanfaatan Data dan 240 Orang 1809 Usulan 100% 240 Orang 35.840.000 Wajo APBD OPD 240 Orang 75.840.000
Pembangunan SKPD Informasi
Persentase
Pengendalian, Ketersediaan
Evaluasi dan Dokumen Bapperida Kab
Pelaporan Bidang Pengendalian dan 100% 100% 100% 100,00% . ) APBD - - OPD 100,00%
Perencanaan Evaluasi 300.000.000 Wajo 202.500.000
Pembangunan Daerah | Pembangunan
Daerah
Koordinasi Pengendalian Jumlah Laporan Hasil
Perencanaan dan Pengendalian Bapperida Kab
Pelaksanaan Perencanaan dan 3 Laporan 0 Dokumen 100% 4 Laporan 208.506.500 ppWa'o : APBD - - OPD 3 Laporan 142.000.000
Pembangunan Daerah di Pelaksanaan e ) e
Kabupaten/Kota Pembangunan
Monitoring, Evaluasi dan -
! Jumlah Laporan Hasil .
Penyusunan Laporan R Bapperida Kab. _ _
Berkala Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 4 Laporan 50 Orang 22 Laporan 4 Laporan 91.493.500 Wajo APBD OPD 4 Laporan 60.500.000

Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah




Urusan/Bidang ’ S icaci Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan AL L T L )
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:‘r;ena Target Akhir '::Zalési::' Capaian Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE RenPa OPD = Prioritas Sasarl;n Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬂ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Persentase
Implementasi Sistem Implementasi
Informasi Sistem Informasi Bapperida Kab
Pemerintahan Daerah Pemerintahan 100% 100,00% 4 Dokumen 100% N ) APBD - - OPD 100%
di Bidang Daerah di Bidang 100.000.000 Wajo 100.000.000
Pembangunan Daerah | Pembangunan
Daerah
Pengelolaan Data dalam nglah Data dalgm
) N Sistem Informasi
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 1 Bapperida Kab 1
Pgmerlntahan Daerah di di Bidang 1 Dokumen 4 Laporan 1 Dokumen Dokumen 20.000.000 Wajo APBD - - OPD Dokumen 20.000.000
Bidang Pembangunan
Pembangunan Daerah
Daerah "
yang Dikelola
Jumlah Dokumen Hasil
Penerapan Sistem Penerapan Sistem
Informasi Pemerintahan Informasi o 1 Bapperida Kab. R R 1
Daerah di Bidang Pemerintahan Daerah 1 Dokumen 1 Laporan 100% Dokumen |  20.000.000 Wajo APBD OPD Dokumen |  20.000.000
Pembangunan Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan Sistem Pembinaan Sistem
Informasi Pemerintahan Informasi
Daerah di Bidang Pemerintahan Daerah 1 Bapperida Kab. _ _ 1
Pembangunan Daerah di Bidang 1 Dokumen 0 4 Dokumen |y imen 60.000.000 Wajo APBD OPD Dokumen 60.000.000
Pemerintah Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Pemerintah
Kabupaten/Kota
Persentase indikator
Program Koordinasi program |_Jeran_gkat
dan Sinkrinisasi daerah mitra Bidang Bapperida Kab.
Perencanaan Pemerintahan dan 100% (1] 3 Laporan 100% 981.689.000 APBD - - OPD 100%

Pembangunan Daerah

Pembangunan
Manusia yang
tercapai

Wajo

1.036.485.000
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Urusan/Bidang ’ S icaci Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan AL L T L )
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:‘r;ena Target Akhir Ié:al;s;:l Capaian P & 9 Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE RenPa OPD = Prioritas Sasargn Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬁ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Persentase indikator
program perangkat
daerah mitra Bidang | 50, 0 0Laporan | 100% Bapperida Kab. | \ppp, - oPD 100%
Ekonomi dan Wajo
Sumberdaya Alam
yang tercapai
Persentase indikator
program perangkat
daerah mitra Bidang 100% 0 100% 100% Bapperida Kab. | \pppy - OPD 100%
Infrastruktur dan Wajo
Kewilayahan yang
tercapai
Koordinasi Persentase Hasil
Perencanaan Bidang Koordinasi Bapperida Kab
Perekonomian dan Perencanaan Bidang 100% 100% 3 Dokumen 100% pperic ) APBD - OPD 100%
N 300.227.800 Wajo 315.465.000
SDA (Sumber Daya Perekonomiandan
Alam) SDA yang terlaksana
Jumlah Dokumen
I Perencanaan
Koordinasi Penyusunan
Pembangunan
Dokumen Perencanaan -
Pembangunan Daerah Daerah Bidang 1 Bapperida Kab 1
) X Perekonomian yang 100% 68.843.499 . ! APBD - OPD 50.125.000
Bidang Perekonomian Dikoordinir Dokumen Wajo Dokumen
(RPIPD, RPIMD dan
Penyusunannya

RKPD)

(RPIPD. RPIMD dan
RKPD)




Urusan/Bidang i ineri isasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ll T L O LT T
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:‘r;ena Target Akhir '::Zalési::' Capaian Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE RenPa OPD = Prioritas Sasarl;n Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬂ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaaq Monitoring
- dan Evaluasi
dan Evaluasi Penyusunan Penyusunan Dokumen Bapperida Kab
Dokumen Perencanaan Pergncanaan 1 Laporan 100% 0 Laporan 1 Laporan 84.583.601 ppWa'o ’ APBD - - OPD 1 Laporan 80.340.000
Pembangunan Perangkat Pemb: DA ] e
Daerah Bidang SDA embangunan
Perangkat Daerah
Bidang SDA
K_oordl_na5| Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dan - o
Harmonisasi Sinkronisasi Bapperida Kab
i 0, : - -
Perencanaan Renstra/Renja dengan 2 Laporan 100% 5 Laporan 1 Laporan 146.800.700 Wajo APBD OPD 2 Laporan 185.000.000
RKPD/RPIMD pada
Pembangunan Daerah Bidang SDA
Bidang SDA 9
Koordinasi Perse|_1tast_e Hasil
Perencanaan Bidang soordmaﬂ Bid B ida Kab
. erencanaan Bidang o apperida Kab. . . o
Pemerintahan dan Pemerintahan dan 3 Dokumen 3 Laporan 1 Dokumen 100% 346.554.400 Wajo APBD OPD 100% 365.820.000
Pembangunan
Manusia Pembangunan
Manusia
K_oordl_na5| Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dan : o
Harmonisasi Sinkronisasi Bapperida Kab
Perencanaan Renstra/Renja dengan 1 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 161.554.400 Wajo APBD - - OPD 1 Laporan 102.820.000
RKPD/RPIMD pada
Pembangunan Daerah ) N
) . Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
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Urusan/Bidang i ineri isasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ll T L O LT T
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:‘r;ena Target Akhir '::Zalési::' Capaian P & 9 Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE RenPa OPD LD Prioritas Sasargn Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬁ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Dokumen Perencanaan P_embangunan Daerah
Pembangunan Daerah Ef;ggﬂgiape?nbangunan 1 Dokumen 0 Laporan 100% L 52.000.000 Bapperida Kab. APBD . - OPD L 121.000.000
Bidang Pembangunan Dikoordirzr 9 p ° Dokumen R Wajo Dokumen A
Manusia (RPIPD, RPIMD Penyusunannya
dan RKPD) (RPIPD, RPIMD dan
RKPD)
Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan o o 1 Bapperida Kab. ) } 1
Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir 1 Dokumen 100% 100% Dokumen 133.000.000 Wajo APBD OPD Dokumen 142.000.000
(RPIPD, RPIMD dan Penyusunannya
RKPD) (RPIPD, RPIMD dan
RKPD)
Koordinasi Persentase Hasil
Perencanaan Bidang | Koordinasi Bidang o o Bapperida Kab. _ _ o
Infrastruktur dan | Infrastruktur dan 100% 1 Laporan 0 Laporan 100% 334.906.800 Wajo APBD OPD 100% 355.200.000
Kewilayahan Kewilayahan
Jumlah Dokumen
Koordinasi  Penyusunan | Perencanaan
Dokumen Perencanaan | Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah | Bidang Infrastruktur 1 Bapperida Kab. . _ 2
Bidang  Infrastruktur | yang Dikoordinir | 2 Dokumen 4 Dokumen Llaporan | 5oy iimen 61.906.800 Wajo APBD OPD Dokumen 75.000.000
(RPJPD, RPIMD dan | Penyusunannya
RKPD) (RPIPD. RPIMD dan

RKPD)IMD dan RKPD)




Urusan/Bidang i ineri isasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ll T L O LT T
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:lr;ena Target Akhir '::Zalési::' Capaian Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE Ren")a OPD = Prioritas Sasarl;n Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬂ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan g Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif

Asistensi Penyusunan Jumiah Laporan Hasil

Asistensi  Penyusunan
Dokumen  Perencanaan Dokumen Perencanaan Bapperida Kab.

0, - - -

Pembangunan Perapgkat Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 4.000.000 Wajo APBD OPD 1 Laporan 7.000.000
Daerah Bidang
Infrastruktur Pgrangkat Daerah

Bidang Infrastruktur

Jumlah Laporan Hasi
Pelaksanaan Monitoring | Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan | dan Evaluasi
Dokumen  Perencanaan | Penyusunan Dokumen o Bapperida Kab. . .
Pembangunan Perangkat | Perencanaan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 54.000.000 Wajo APBD OPD 1 Laporan 45.750.000
Daerah Bidang | Pembangunan
Infrastruktur Perangkat Daerah

Bidang Infrastruktur
Koordinasi  Pelaksanaan | Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dan | Sinkronisasi Bapperida Kab
Harmonisasi Perencanaan | Renstra/Renja dengan 1 Laporan 3 Dokumen 1 Laporan . ’ APBD - OPD 1 Laporan
Pembangunan  Daerah | RKPD/RPIJMD pada 130.000.000 Wajo 143.000.000
Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur

Jumlah Dokumen
Koordinasi  Penyusunan | Perencanaan
Dokumen  Perencanaan | Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah | Bidang Kewilayahan 1 Bapperida Kab. . 1
Bidang Kewilayahan | yang Dikoordinir 1 Dokumen > Laporan Dokumen 20.000.000 Wajo APBD OPD Dokumen 16.950.000
(RPJPD, RPIMD dan | Penyusunannya
RKPD) (RPIPD, RPIMD dan

RKPD)
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Urusan/Bidang i ineri isasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ll T L O LT T
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:‘r;ena Target Akhir Ié:al;s;:l Capaian P & 9 Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE RenPa OPD = Prioritas Sasargn Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬁ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Koordinasi  Pelaksanaan | Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dan | Sinkronisasi Bapperida Kab
Harmonisasi Perencanaan | Renstra/Renja dengan 1 Laporan 5 Laporan 1 Laporan . ' APBD - OPD 1 Laporan
Pembangunan Daerah | RKPD/RPIMD pada 65.000.000 Wajo 67.500.000
Bidang Kewilayahan Bidang Kewilayahan
5580 55,80 55,80
Indeks Inovasi AR 5 Laporan (Inovatif (Inovatif
(Inovatif) - o
o ) Nilai ) Nilai
Nilai
Persentase
Program Penelitian ﬂe".'lal':f?.:;a“ 100% Bapperida Kab. | ,o0. ) - 100%
dan Pengembangan asil kelitbangan 100% 303.000.000 | Wajo 220.000.000
Presentase hasil
kelitbangan yang
diimplementasikan
dalam 100% 100%
pembangunan
daerah 100%
Persentase hasil
Penelitian dan Pensiitian dan
Pengembangan
Pengembangan Bidang
Bidang Penyelenggaraan 100% 1 Dokumen 100% 138.000.000 Bappenda Kab. APBD - OoPD 100%
Penyelenggaraan - Wajo 165.000.000
. Pemerintahan dan
Pemerintahan dan o
Pengkajian Peraturan Pengkajian
Peraturan yang
diterbitkan
Jumlah Data
Pengelolaan Data Kelitbangan dan -
Kelitbangan dan Peraturan yang 1 Laporan 3 Laporan 1 Laporan Bapperida Kab. APBD - OPD 1 Laporan
138.000.000 Wajo 165.000.000

Peraturan

Terkelola
dengan Baik




Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang ’ S icaci Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kode | Urusan Pemerintahan Indl'l,(::o:alf:lr;ena Target Akhir '::Zalési::' Capaian P & 9 Kelompok Tahun 2026 PD
— Rek PRGN G Ke iagan/Sub FELIEE Ren")a OPD = Prioritas Sasarl;n Penanggu
Program/Kegiatan/ ﬂ eqiatan RenstraOPD | o J n 2023 Renja OPD Target Pagu Lokasi Sumber Target e ng Jawab
Sub Kegiatan 9 Tahun 2024 2025 Indikatif Dana Nasional Provinsi Pagu Indikatif
Persentase Riset 3
Pengembangan " o o o Bapperida Kab. . o
Inovasi dan Teknologi | 92" Inovasi yang 100% 0% 100% | 165.000.000 | Wajo APBD OPD 100% 55.000.000
dilaksanakan
Jumlah Laporan Hasil
" Pelaksanaan Uji Coba
Uji coba dan penerapan d
an Penerapan
rancang bangun/ mpdgl Rancang Bangun/Model Bapperida Kab.
replikasi dan invensi di 1 Laporan 0 Dokumen 1 Laporan 165.000.000 Wajo APBD - OPD 1 Laporan 55.000.000

bidang difusi inovasi dan
penerapan teknologi

Replikasi dan Invensi di
Bidang Difusi Inovasi
dan Penerapan
Teknologi
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2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang
diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan
menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas
demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan
hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada
Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan
dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan
mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat

Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Wajo sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Wajo

Indik
No Program/Kegiatan Lokasi rll(ijr:ear;:r Besaran/Volume Catatan

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Tahun 2025 Kabupaten Wajo

Indik:
No Program/Kegiatan Lokasi rl](?;e?;gr Besaran/Volume Catatan
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Tabel 2.8
Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat
Dengan Rancangan Renja OPD Kabupaten Wajo




BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN
2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029
merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman
pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPIJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan
Badan Usaha/Non State Actors. Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan
Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia
Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja
sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar
fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya,
sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan
mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang
dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional
merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang
disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah
sebagai berikut :

1.  Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian
bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi
digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan
yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif
serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi.

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang
disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam
dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu:
Mencapai swasembada pangan, energi dan air.

Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara.

Reformasi hukum, politik dan birokrasi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Pemberantasan Kemiskinan.

Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.

Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia:
peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.

Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi.

Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan
internasional yang kondusif.

Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta
penyandang disabilitas.

Menjamin pelestarian lingkungan hidup .
Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani.

Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk
masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.

Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit
usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota
inovatifkarakteristik-mandiri lainnyaa.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA)
termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang
seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian
dan perawatan rumah ibadah.

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi
olah raga.

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan

Proyek Prioritas dalam RPIJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok
dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah vyaitu



mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah, Bapperida Kabupaten Wajo mendukung kebijakan nasional
2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-7 memperkuat
reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dalam rangka mendukung
pencapaian sasaran utama pembangunan nasional.

Sebagai upaya untuk mecapai tujuan dan sasaran Bappelitbangda Provinsi
Sulawesi Selatan, dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun
mendatang. Strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda memperhatikan tugas dan
fungsi Bappelitbangda sebagai Perangkat Daerah yang merumuskan perencanaan
dan kelitbangan. Selain itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan dikaitkan pula
dengan kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN, RPJPD, RPIJMD

Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappelitbangda Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2025-2029, maka dirumuskan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan
yaitu Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dengan peningkatan
kualitas perencanaan pembangunan, kualitas pelaporan kinerja dengan dukungan
kinerja ASN.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo
dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik (good governance) dan adanya perubahan struktur organisasi
dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin
meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan, riset
dan inovasi daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Wajo harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja
yang berkelanjutan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan
inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada
tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome. Sebagai institusi pemerintah
yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, Bapperida secara proaktif
berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui
pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi
dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Bapperida Kabupaten Wajo dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 berada pada:



Misi 2 : Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern

dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat
Bagi Seluruh Masyarakat

. Tujuan 2.1: Menghadirkan pelayanan publik yang mudah, terjangkau, cepat
dan tepat bagi seluruh masyarakat
> Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien

dan efektif.

> Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN | SATUAN TgFé(zng
Meningkatnya Meningkatnya tata
Perencanaan kelola perangkat
1 Pembangunan daerah dan Nilai SAKIP Perangkat Nilai 8401
" | Daerah Serta pelayanan publik Daerah !
Peran Riset dan yang efektif, efisien
Inovasi Daerah dan akuntabel
Meningkatnya
kualitas Indeks Kualitas
perencanaan % 95
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase Hasil Riset
_ yang digunakan Dalam % 100%
Meningkatnya Kebijakan Daerah
kualitas riset dan
inovasi daerah 53
Indeks Inovasi Daerah Nilai (Sangat

Inovatif)




BAB IV

DAERAH

RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD TERHADAP

SPM TAHUN 2026

Perumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah Kabupaten Wajo terhadap SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM

Tahun 2026

No

Indikator
SPM

Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Capaian Kinerja dan Kerangka
Pendanaan Tahun 2026

Target Pagu Indikatif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan

Inovasi Kabupaten Wajo tidak memiliki SPM.

4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD TERHADAP

TPB/SDGS TAHUN 2026

Perumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan

Inovasi Kabupaten Wajo terhadap TPB/SDGs adalah sebagai berikut:




Tabel 4.2
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap
TPB/SDGS Tahun 2026

Capaian Kinerja dan

Kerangka Pendanaan

Indikator Indikator Kinerja Program/
No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan _ _ Tahun 2026
TPB/SDGS Kegiatan/ Sub Kegiatan
Target | Pagu Indikatif
Persentase Indikator
. L Program Perangkat
Pilar Program Koordinasi dan . .
. L. Daerah Mitra Bidang
1 | Pembangunan Sinkronisasi Perencanaan i 100% | 218.409.500
. Pemerintahan dan
Sosial Pembangunan Daerah
Pembangunan yang
tercapai
o Persentase Hasil Koordinasi
Koordinasi Perencanaan ]
_ _ Perencanaan Bidang
Bidang Pemerintahan dan 100% 218.409.500
) Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia _
Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan )
_ _ Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dan ) o )
o Sinkronisasi Renstra/Renja 1
- | Harmonisasi Perencanaan 134.409.500
dengan RKPD/RPJMD pada | Laporan
Pembangunan Daerah ) ]
) _ Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
o Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan
Perencanaan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah ] 1
- ] Bidang Pembangunan 59.000.000
Bidang Pembangunan i ] o Dokumen
_ Manusia yang Dikoordinir
Manusia (RPJPD, RPJMD
Penyusunannya (RPJPD,
dan RKPD)
RPIJMD dan RKPD)
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen
Dokumen Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah 1
- _ ) ) 25.000.000
Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan yang | Dokumen
(RPJPD, RPIMD dan Dikoordinir Penyusunannya
RKPD) (RPJIPD, RPIMD dan RKPD)
. L. Persentase Indikator
Pilar Program Koordinasi dan
] L. Program Perangkat
2 | Pembangunan Sinkronisasi Perencanaan . . 100% 55.000.000
) Daerah Mitra Bidang
Ekonomi Pembangunan Daerah

Pemerintahan dan




No

Indikator Indikator Kinerja Program/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan ! £ Tahun 2026

Capaian Kinerja dan

Kerangka Pendanaan

TPB/SDGS Kegiatan/ Sub Kegiatan

Pembangunan yang

tercapai

o Persentase Hasil Koordinasi
Koordinasi Perencanaan )
Perencanaan Bidang

Perekonomiandan SDA
SDA (Sumber Daya Alam)
yang terlaksana

Koordinasi Pelaksanaan
) ] Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dan ) o _
Sinkronisasi Renstra/Renja 2

dengan RKPD/RPIJMD pada | Laporan

Pembangunan Daerah . )
Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian

4.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya,
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu
penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam
pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan
penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil
analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut
rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan
kebijakan provinsi.

Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2026 mencakup 4 Program,

yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
4 Program Riset dan Inovasi Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan program dan kegiatan dimaksud dapat

dilihat sebagai berikut.

Target | Pagu Indikatif

Bidang Perekonomian dan 100% 55.000.000

- | Harmonisasi Perencanaan 55.000.000




Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Wajo

Tabel 4.3

PERANGKAT
PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
u%%‘;iﬁ"/ PBRI(I))(:\:I:;M INDIKATOR T‘-Ggﬁir REALISASI CAPAIAN CARALENIKINERIAIDANKERSHGRAEENDENAAN SASARAN 2027 PENANGGU
PROGRAM / CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB RENSTRA RENJA OPD RENJA OPD PRIORITAS
KEGIATAN KECIATAN oPD TAHUN 2024 | TAHUN Tose gacy tﬂD)IKA"F LOKASI SUNSER TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
P NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 9.108.799.448,00 8.899.965.219,00
UNSUR PENUNJANG
5 URUSAN 9.108.799.448,00 8.899.965.219,00
PEMERINTAHAN
5.01 PERENCANAAN 8.854.559.048,00 8.774.965.219,00
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
1, 5,01,01 PEMERINTAHAN 7.477.898.048,00 - 6.799.381.473,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
[ Meningkatnya Rata-rata Realisasi
Kinerja Perangkat Output Kegiatan 100 100 100 100 7.477.898.048,00 - - - - - - 6.799.381.473,00 -
Daerah ] Perangkat Daerah
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Perencanaan serta memp melayani berbasis PERENCANAA
5.01.01.2.0 Penganggaran, dan erkuat penc d!g|tal N
1 Evaluasi Kineria - - - 72.245.700,00 egahan dan 8. Meningk atkan OPD - 153.877.700,00 PEMBANGUNA
peranakat Da?erah pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
9 korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nghadirkan

nyeludupan

. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKIEAJQI.‘I. I(NS B RENSTRA TliEI'INJIQ g:z; RE.II.?:UONPD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
igéooluo Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Jumlah Dokumen Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Perencanaan Perangkat 3 Dokumen 17.060.500,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 89.497.500,00 PEMBANGUNA
Daerah Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.0002
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumlah Dokumen DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
RKA-SKPD dan Laporan Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Hasil Koordinasi 1 Dokumen 11.487.800,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 11.487.800,00 PEMBANGUNA
Penyusunan Dokumen Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
RKA-SKPD korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0

1.0003

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD




PERANGKAT
PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:gﬁ\'.‘r I(NS B RENSTRA leEI‘INJIQ ggz‘ RE.II.’#'\U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
Jumilah Dokumen dan birokrasi, adapt_if, dan _ BADAN
Perubahan RKA-SKPD ) DANA serta memp melayapl.berbaﬂs PERENCANAA
dan Laporan Hasil Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Koordinasi Pen 1 Dokumen 11.237.800,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 11.237.800,00 PEMBANGUNA
yusunan "
Pabbulu pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Dokumen Perubahan (DAU) K ;
RKA-SKPD orupsi, yang lmudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
ig(l)o(leo Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumilah Dokumen DPA- DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
SKPD dan Laporan Hasil Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 5.000.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 5.000.000,00 PEMBANGUNA
Dokumen Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
DPA-SKPD korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
ig(l)ooslzo Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Memperkua t 6.Transform asi
reformasi digital dan tata BADAN
Jumlah Dokumen politik, hukum kelola pem PERENCANAA
Perubahan DPA-SKPD Kab. Wajo, DANA dan birokrasi, erintahan yang N
dan Laporan Hasil 5.000.000, i 4 ALOKASI serta memp berint egritas,
Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 00 Te;;%% ?UIU UMUM erkuat penc adaptif, dan OPD 5.000.000,00 :‘Eh’gﬁé\gfggﬁ
Dokumen Perubahan uiu (DAU) egahan dan melayani berbasis 4 INOVASI
DPA-SKPD pemberant asan digital DAERAH
korupsi, 8. Meningk atkan
narkoba, judi, pelayanan publik




PERANGKAT
PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSAN / PROGRAM AKHIR
PROGRAM / CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:c'iI'ﬁ\I.Wr I(NS B RENSTRA leEI‘INJIQ ggz RE.II.’#'\U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:D)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
P NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
dan pe yang mudah, cepat,
nyeludupan terjangkau dan
. tepat dengan me
nghadirkan
pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0 s ) - . e
1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
. politik, hukum berint egritas,
Jurniah Laporan Capaian dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Kinerja dan Ikhtisar X .
S serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Realisasi Kinerja SKPD . DANA L
dan Laporan Hasil 6.000.100, Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 00 e Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 6.000.000,00 PEMBANGUNA
Laporan Ca a/'a};v Kineria Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
P cap: inery korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
dan Ikhtisar Realisasi - .
A narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
Kinerja SKPD
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0 -
1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
serta memp melayani berbasis PERENCANAA
. Kab. Wajo, AII_DAI'(\‘AA I erkuat penc digital N
Jumlah Laporan Evaluasi 2 Laporan 16.459.500,00 Tempe, Bulu OKAS egahan dan 8. Meningk atkan oPD 25.654.600,00 PEMBANGUNA
Kinerja Perangkat Daerah UMUM "
Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
UURT.I‘S\?GN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
/AEROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKIEA(-irIAA"‘I' I(NS B RENSTRA T:EI'INJIe ggz‘ RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Memperkua t
reformasi
politik, hukum
dan birokrasi, BADAN
serta memp PERENCANAA
. . erkuat penc N
3'01'01'2'0 ’;g:g';g‘i:fgaﬁ:ﬁ”ga” ; ; ; 5.743.757.648,00 egahan dan ; Pgaa;‘g;at ; 5.060.789.373,00 PEMBANGUNA
pemberant asan N, RISET DAN
korupsi, INOVASI
narkoba, judi, DAERAH
dan pe
nyeludupan
33(1)001120 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Jumlah Orang yang 45 Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital Perangkat n
Menerima Gaji dan Orang/bulan 5.716.299.648,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan Daerah 4.920.439.373,00 PEMBANGUNA
Tunjangan ASN Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0 Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.0003 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD




PRAKIRAAN

PERANGKAT

KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
u%%gi?lu/lpi?égfm INDIKATOR el | reausasr | capaman G A N KER ANC A ARENDAN A SASARAN 2027 PENANGGU
PROGRAM / CAPAIAN TARGET NG JAWAB
W KODE {AOLICOREY) KEGIATAN / SUB RERIODE RENJA OPD RENJA OPD
KECTATANVASUS KEGIATAN RENSTRA | TpAHUN2024 | TAHUN TARGET PAGU INDIKATIF SUMBER PRIORITAS
KEGIATAN OPD 2025 2026 (Rp) LOKASI DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
ALOKASI erkuat penc digital Perangkat N
0 00 11.458.000,00 - UMUM egahan dan 8. Meningk atkan Daerah 115.350.000,00 PEMBANGUNA
(DAU) pemberant_ asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
3.3(1)6051.2.0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Memperkua t
reformasi
politik, hukum
dan birokrasi BADAN
Jumiah Laporan 4
Keuangan Akhir Tahun Kab. Wajo DANA Zilztuaa;nsg?]g PEREN,\‘CANAA
ng fmf,’g’s’/.‘gé’,;’;j;’uﬁj;’/ 1 Laporan 8.000.000,00 Tempe, Bulu Ab%ﬁl egahan dan ; ngggﬁat 10.000.000,00 | PEMBANGUNA
. Pabbulu pemberant asan N, RISET DAN
Laporan Keuangan Akhir (DAU) K .
Tahun SKPD orupsi, INOVASI
narkoba, judi, DAERAH
dan pe
nyeludupan
5.01.01.2.0

2.0007

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSAN / PROGRAM AKHIR
PROGRAM / CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:;:\A'.‘I. I(NS B RENSTRA T:EI'INJIe ggz‘ RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:D)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
P NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
%’Z‘;ﬁ ;;m ,flzan y dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
uang serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Triwulanan/ Semesteran . DANA .
SKPD dan Laporan Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital Perangkat N
s 2 Laporan 8.000.000,00 Tempe, Bulu egahan dan 8. Meningk atkan 15.000.000,00 | PEMBANGUNA
Koordinasi Penyusunan UMUM " Daerah
Pabbulu pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Laporan Keuangan (DAU) ;
iy korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
Bulanan/Triwulana Koba, iudi ianakau d
1/Semesteran SKPD narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
Memperkua t
reformasi
politik, hukum
dan birokrasi, BADAN
serta memp PERENCANAA
Administrasi Barang erkuat penc N
3010201 wilik Daerah pada - - - 10.000.000,00 egahan dan - Perangkat - 15.000.000,00 | PEMBANGUNA
Perangkat Daerah pemberant asan N, RISET DAN
korupsi, INOVASI
narkoba, judi, DAERAH
dan pe
nyeludupan
g'gé'ooll'z'o Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Memperkua t
reformasi
. politik, hukum
Kap. Wajo, dan birokrasi, BADAN
Kecamatan, DANA serta memp PERENCANAA
Jurniah Rencana 5.000.000, Semua ALOKASI erkuat penc Perangkat N
Kebutuhan Barang Milik 1 Dokumen 00 e Kel/Desa UMUM egahan dan - Daerah 7.500.000,00 PEMBANGUNA
Daerah SKPD Kab. Waio (DAU) pemberant asan N, RISET DAN
Tomoe BJuI’u korupsi, INOVASI
Pe, narkoba, judi, DAERAH
Pabbulu d
an pe
nyeludupan
5.01.01.2.0

3.0005

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
UURIl{Jl;iI'\‘N / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
/AEROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKIEAC;IE\'.‘I. I(NS B RENSTRA leEI'INJIQ g:;. RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumlah Laporan DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Rekonsiliasi dan Kab. Wajo, erkuat penc digital N
Penyusunan Laporan 1 Laporan 005'000'000’ Tempe, Bulu Ab?/mfl egahan dan 8. Meningk atkan PeDraan;at 7.500.000,00 PEMBANGUNA
Barang Milik Daerah pada Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
SKPD korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
serta memp melayani berbasis PERENCANAA
5.01.01.2.0 Administrasi erkuat penc digital N
5' e Kepegawaian Perangkat - - - 18.190.000,00 egahan dan 8. Meningk atkan OPD - 25.000.000,00 PEMBANGUNA
Daerah pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0

5.0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya




PERANGKAT
PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URY S ANJ/ARROGRAR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:;-I‘:\'.‘I. I(NS B RENSTRA TliEI'INJIQ g:& RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Jumiah Paket Pakaian Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Dinas beserta Atribut 100 Paket 18.190.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 25.000.000,00 PEMBANGUNA
Kelengkapan Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
serta memp melayani berbasis PERENCANAA
. . erkuat penc digital N
2'01'01'2'0 ﬁgg'ﬁ;}:gi’;ﬁm ; ; ; 363.194.400,00 egahan dan 8. Meningk atkan ; ; 616.114.400,00 PEMBANGUNA
pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0 Penyediaan Komponen Instalasi
6.0001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:(..;I-I‘:\"‘r I(NS B RENSTRA T:EI'INJIQ g:;. RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumlah Paket Komponen DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Instalasi Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Listrik/Penerangan 10 Paket 10.000.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan - 12.530.000,00 PEMBANGUNA
Bangunan Kantor yang Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Disediakan korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
23(1)002120 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Memperkua t
reformasi
politik, hukum
dan birokrasi, BADAN
DANA serta memp PERENCANAA
Jumlah Paket Peralatan Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc N
dan Perlengkapan Kantor 15 Paket 24.000.400,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan - - 16.000.000,00 PEMBANGUNA
yang Disediakan Pabbulu (DAU) pemberant asan N, RISET DAN
korupsi, INOVASI
narkoba, judi, DAERAH
dan pe
nyeludupan
5.01.01.2.0

6.0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan




PERANGKAT
PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKIQJ:\A'.‘I. I(NS B RENSTRA TliEI'INJIQ g:;. RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumiah Paket Barang ) DANA serta memp melayapi_berbasis PERENCANAA
Cetakan dan Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc d!gltal N
P 3 Paket 49.952.000,00 Tempe, Bulu egahan dan 8. Meningk atkan - 25.084.400,00 PEMBANGUNA
engganaaan yang Pabbul UMUM b | blik N, RISET DAN
Disediakan abbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publi ,
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
g‘gé'ogl'z‘o Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumiah Laporan ) DANA serta memp melaya_ni_berbasis PERENCANAA
Penyelenggaraan Rapat Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 250.002.300,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan - 365.000.000,00 PEMBANGUNA
SKPD Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
28(1)1%120 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
W KODE {AOLICOREY) KEGIATAN / SUB RERIODE RENJA OPD RENJA OPD
KECTATANVASUS KEGIATAN RENSTRA | TpAHUN2024 | TAHUN TARGET PAGU INDIKATIF SUMBER PRIORITAS
KEGIATAN OPD 2025 2026 (Rp) LOKASI DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Jumlah Dokumen Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Penatausahaan Arsip 1 Dokumen 6.439.700,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan - 122.500.000,00 PEMBANGUNA
Dinamis pada SKPD Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0 . . . .
6.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumlah Dokumen DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Dukungan Pelaksanaan Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Sistem Pemerintahan 1 Dokumen 22.800.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan - 75.000.000,00 PEMBANGUNA
Berbasis Elektronik pada Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
SKPD korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nghadirkan

nyeludupan

pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
UUR'l{.I‘;i?iN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
/AEROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
W KODE {AOLICOREY) KEGIATAN / SUB RERIODE RENJA OPD RENJA OPD
KECTATANVASUS KEGIATAN RENSTRA | TpAHUN2024 | TAHUN TARGET PAGU INDIKATIF SUMBER PRIORITAS
KEGIATAN OPD 2025 2026 (Rp) LOKASI DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Pengadaan Barang Milik sekrta memp melaygni belrbasis PERENCANAA
3 erkuat penc igital N
2010120 Bffsr:: E:;‘;“rf:;‘;h ; ; . 302.409.500,00 egahan dan 8. Meningk atkan oPD ; 146.500.000,00 PEMBANGUNA
Daerah pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
335005120 Pengadaan Mebel
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
) DANA selzta memp melayzni belrbasis PERENCANAA
Kab. Wajo, erkuat penc igita N
é‘js”;’jg /g":“ Mebel yang 5 Unit 32.891.400,00 Tempe, Bulu Ab?,l'fj’:,lsl egahan dan 8. Meningk atkan OPD 21.500.000,00 PEMBANGUNA
Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0

7.0006

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya




PERANGKAT
PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKIégﬁ\'.‘r I(NS B RENSTRA TliEI'INJIQ ggz‘ RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Jumiah Unit Peralatan Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
dan Mesin Lainnya yang 7 Unit 269.518.100,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 125.000.000,00 PEMBANGUNA
Disediakan Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
serta memp melayani berbasis PERENCANAA
5.01.01.2.0 Penyediaan Jasa erkuat penc digital N
8. e Penunjang Urusan - 658.717.800,00 egahan dan 8. Meningk atkan OPD 472.100.000,00 PEMBANGUNA
Pemerintahan Daerah pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
23(1)001120 Penyediaan Jasa Surat Menyurat




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:;S\'.‘I. I(NS B RENSTRA leEI'INJIQ g:;. RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
. politik, hukum berint egritas,
Kasl)e.n\:\{Ja;Jo, dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Kecamatan DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Jumlah Laporan Semua 4 ALOKASI erkuat penc digital N
Penyediaan Jasa Surat 1 Laporan 28.768.800,00 Kel/Desa UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 21.300.000,00 PEMBANGUNA
Menyurat € . pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Kab. Wajo, (DAU) K ] h INOVAST
Tempe, Bulu orupsi, yang _muda , cepat,
Pabb’ulu narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
;'3(1)6021'2‘0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumlah Laporan DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Penyediaan Jasa Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Komunikasi, Sumber 1 Laporan 227.500.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 352.000.000,00 PEMBANGUNA
Daya Air dan Listrik yang Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Disedliakan korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0

8.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSAN / PROGRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:;:\A'.‘I. I(NS B RENSTRA T:EI'INJIe ggz‘ RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Memperkua t
reformasi
politik, hukum
dan birokrasi, BADAN
Jumiah Laporan . DANA serta memp PERENCANAA
Penyediaan Jasa Kab. Wajo, | 5 okast erkuat penc N
Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 402.449.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan - OPD 98.800.000,00 PEMBANGUNA
P Pabbulu pemberant asan N, RISET DAN
yang Disediakan (DAU) Korupsi, INOVASI
narkoba, judi, DAERAH
dan pe
nyeludupan
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Pemeliharaan Barang Z?:La a?:‘g:]g melayzgi:)a (Trbass PEREN,\(‘:A NAA
3'01'01'2'0 mza?\as::emgﬂﬁg ; ; ; 309.383.000,00 egahan dan 8. Meningk atkan oPD ; 310.000.000,00 PEMBANGUNA
Daerah pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0

9.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan




PERANGKAT
PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSAN / PROGRAM AKHIR
PROGRAM / CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKIégﬁ\'.‘r I(NS B RENSTRA TliEI'INJIQ g:& RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:D)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
P NASIONAL DAERAH
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumlah Kendaraan DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Perorangan Dinas atau Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 42.130.000,00 Tempe, Bulu egahan dan 8. Meningk atkan OPD 74.000.000,00 PEMBANGUNA
o UMUM "
yang Dipelihara dan Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
dibayarkan Pajaknya korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0 . Jih " lih iak . . ional
9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
. dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumiah /(endaraan Dinas serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Operasional atau b . DANA K digital
Lapangan yang 2 Kab. Wajo, | 5 okast erkuat penc igita N
o . 110.240.000,00 Tempe, Bulu egahan dan 8. Meningk atkan OPD 50.000.000,00 | PEMBANGUNA
Dipelihara dan Unit UMUM "
b . Pabbulu pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
dibayarkan Pajak dan (DAU) K ; dah OVAS
Perizinannya orupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.01.2.0 . -
9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:gIAA'.‘r I(NS B RENSTRA TliEI'INJIQ ggz‘ RE.:E:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Jumiah Peralatan dan 12 Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Mesin Lainnya yang Uni 10.713.000,00 Tempe, egahan dan 8. Meningk atkan OPD 51.000.000,00 PEMBANGUNA
P nit UMUM N
Dipelihara Tempe (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
33(1)009120 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumiah Gedung Kantor ) DANA serta memp melaya_ni_berbasis PERENCANAA
dan Bangunan Lainnya ; Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc d!gltal N
1 Unit 146.300.000,00 Tempe, Bulu egahan dan 8. Meningk atkan OPD 135.000.000,00 PEMBANGUNA
yang . e Pabbulu UMUM emberant asan elayanan publik N, RISET DAN
Dipelihara/Direhabilitasi (DAU) p ; pelay p !
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
2, 5,01,02 EVALUASI 828.293.000,00 - 939.098.746,00
PEMBANGUNAN

DAERAH




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSAN / PROGRAM AKHIR
PROGRAM / CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:;-I‘)\'.‘I. I(Ns B RENSTRA TliEI'INJIQ g:& RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:D)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
P NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persentase
Keselarasan RPJMD
[ Meningkatnya dengan APBD
Kualitas Perencanaan Persentase
Keselarasan RPJMD 100 100 100 100 828.293.000,00 - - - - - - 939.098.746,00 -
Pembangunan
dengan Renstra PD
Daerah ]
Persentase
Keselarasan RPJMD
dengan RKPD
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
" serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Penyusunan Persentase Kelersediaan erkuat penc digital N
3:01.022.0 | perencanaan dan Dokumen Perencanaan - 100 % 386.666.500,00 egahan dan 8. Meningk atkan oPD - 580.758.746,00 PEMBANGUNA
1 Yang Berkualitas dan "
Pendanaan Tepat Wakty pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
P korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.02.2.0 lisi . h lah . h
1.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daera
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
Jumiah Dokumen dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
serta memp melayani berbasis PERENCANAA
gig/f/%;f’gyg/esuai Kab. Wajo, AI?&?/?SI erkuat penc digital N
g 1 Dokumen 12.681.000,00 Tempe, Bulu egahan dan 8. Meningk atkan OPD 50.960.000,00 PEMBANGUNA
Kebutuhan Jika RPIMD UMUM "
Pabbulu pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Maka Rancangan (DAU) K ] dah OVAS
Teknokratik) orupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nghadirkan

nyeludupan

pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:g]l:‘A'.‘r I(NS B RENSTRA TliEI'INJIQ ggz‘ RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.01.02.2.0 s " .
1.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumiah Telaahan . DANA serta memp melayapi‘berbasis PERENCANAA
Dokumen Perencanaan Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Pembangunan Daerah 2 Dokumen 11.126.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 27.000.000,00 PEMBANGUNA
Daerah Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
23(1)003220 Pelaksanaan Konsultasi Publik
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Jumlah Berita A 1 Berit Kab. Wajo, AII_D(')AIL\‘AASI erkuat penc digital N
K””’ an beria Acara erita 16.993.200,00 Tempe, Bulu egahan dan 8. Meningk atkan OPD 25.000.000,00 | PEMBANGUNA
onsultasi Publik Acara UMUM "
Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.02.2.0

1.0005

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
UlJRTJ‘;i?iN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
/AEROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:;S\'.‘I. I(NS B RENSTRA leEI'INJIQ g:;. RE.:E:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Jumlah Berita Acara 39 Berita Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Musrenbang Acara 41.750.300,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 75.000.000,00 PEMBANGUNA
Kabupaten/Kota Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.02.2.0 -
1.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
Jumiah Dokumen dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Perencanaan DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Pembangunan Daerah Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Kabupaten/Kota yang 2 Dokumen 304.116.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 402.798.746,00 PEMBANGUNA
. Pabbulu pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
D/ggggfgngD YRKPD, (DAU) korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
¢ ) narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nghadirkan

nyeludupan

pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
UlJRTJ‘;i?iN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
/AEROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKIég];'.‘r I(NS B RENSTRA TliEI'INJIQ ggz‘ RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:S)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
kelola pem
erintahan yang
berint egritas,
adaptif, dan BADAN
Analisis Data dan melayani berbasis PERENCANAA
5.01.02.2.0 Informasi Pemerintahan digital N
2' e Daerah Bidang - - - 109.847.500,00 - 8. Meningk atkan OPD - 95.840.000,00 | PEMBANGUNA
Perencanaan pelayanan publik N, RISET DAN
Pembangunan Daerah yang mudah, cepat, INOVASI
terjangkau dan DAERAH
tepat dengan me
nghadirkan
pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
ggéoolzzo Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
6.Transform asi
digital dan tata
kelola pem
erintahan yang
berint egritas,
Jumlah Dokumen Hasi/ adaptif, dan BADAN
Analisis Data untuk DANA melayani berbasis PERENCANAA
Penyusunan Kebijakan Kab. Wajo, ALOKASI digital N
Perencanaan 1 Dokumen 16.738.500,00 Tempe, Bulu UMUM - 8. Meningk atkan OPD 20.000.000,00 PEMBANGUNA
Pembangunan Daerah Pabbulu (DAU) pelayanan publik N, RISET DAN
(Semua Perencanaan yang mudah, cepat, INOVASI
Pembangunan Daerah) terjangkau dan DAERAH
tepat dengan me
nghadirkan
pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.02.2.0

2.0002

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
u%%gi?lu/lpi?égfm INDIKATOR el | reausasr | capaman G A N KER ANC A ARENDAN A SASARAN 2027 PENANGGU
PROGRAM / CAPAIAN TARGET NG JAWAB
W KODE {AOLICOREY) KEGIATAN / SUB RERIODE RENJA OPD RENJA OPD
KECTATANVASUS KEGIATAN RENSTRA | TpAHUN2024 | TAHUN TARGET PAGU INDIKATIF SUMBER PRIORITAS
KEGIATAN OPD 2025 2026 (Rp) LOKASI DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
kelola pem
erintahan yang
berint egritas,
adaptif, dan BADAN
melayani berbasis PERENCANAA
Jpljg,{,/;hdgg;g yang Kab. Wajo, AII_)C')AIL\‘:SI digital N
Pemanfaatan Data dan 240 Orang 93.109.000,00 Tempe, Bulu UMUM - 8. Meningk atka?n OPD 75.840.000,00 PEMBANGUNA
Informasi Pabbulu (DAU) pelayanan publik N, RISET DAN
yang mudah, cepat, INOVASI
terjangkau dan DAERAH
tepat dengan me
nghadirkan
pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Pengendalian, Evaluasi selita memp melaygni belbeSiS PERENCANAA
A erkuat penc igita N
30102:20 | dan Pelaporan Bidang - - - 216.750.500,00 egatan can 8. Meningk atan oPD - 202.500.000,00 PEMBANGUNA
pemberant asan pelayanan publi N, RISET DAN
Pembangunan Daerah korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.02.2.0

3.0001

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota




PERANGKAT
PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKIégs\'.‘r I(NS B RENSTRA TliEI'INJIQ ggz‘ RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumlah Laporan Hasil DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Pengendalian Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Perencanaan dan 3 Laporan 163.757.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 142.000.000,00 PEMBANGUNA
Pelaksanaan Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Pembangunan korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.02.2.0 I .
3.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Jumlah Laporan Hasil Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Evaluasi Kinerja 4 Laporan 52.993.500,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 60.500.000,00 PEMBANGUNA
Pembangunan Daerah Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nghadirkan

nyeludupan

pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
UURIl!Jl;iI'A‘N / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
/AEROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKIEAC;IE\'.‘I. I(NS B RENSTRA leEI'INJIQ g:;. RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Implementasi Sistem serta memp melayani berbasis PERENCANAA
5.01.02.2.0 Informasi Pemerintahan 115.028.500 00 erkuat penc d!g|tal N
2 Daerah di Bidang - - - .028.500, egahan dan 8. Meningk atka_n OPD - 60.000.000,00 PEMBANGUNA
Pembangunan Daerah pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.02.2.0 . . . .
2.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumlah Data dalam DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Sistem Informasi Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Pemerintahan Daerah di 1 Dokumen 21.691.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 20.000.000,00 PEMBANGUNA
Bidang Pembangunan Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Daerah yang Dikelola korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.02.2.0

4.0002

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:gIAA'.‘r I(NS B RENSTRA TliEI'INJIQ ggz‘ RE.:E:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Memperkua t
reformasi
politik, hukum
dan birokrasi, BADAN
Jumlah Dokumen Hasi/ serta memp PERENCANAA
. DANA
Penerapan Sistem ALOKASI erkuat penc N
Informasi Pemerintahan 1 Dokumen 61.517.500,00 - UMUM egahan dan - OPD 20.000.000,00 PEMBANGUNA
Daerah di Bidang (DAU) pemberant asan N, RISET DAN
Pembangunan Daerah korupsi, INOVASI
narkoba, judi, DAERAH
dan pe
nyeludupan
28(1)003220 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
Jumlah Dokumen Hasil dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Pembinaan Sistem DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Informasi Pemerintahan Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Daerah di Bidang 1 Dokumen 31.820.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 20.000.000,00 PEMBANGUNA
Pembangunan Daerah Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Pemerintah korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
Kabupaten/Kota narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
PROGRAM
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
3, 5,01,03 PERENCANAAN 548.368.000,00 - 1.036.485.000,00
PEMBANGUNAN

DAERAH




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URY S ANJ/ARROGRAR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
W KODE {AOLICOREY) KEGIATAN / SUB RERIODE RENJA OPD RENJA OPD
KECTATANVASUS KEGIATAN RENSTRA | TpAHUN2024 | TAHUN TARGET PAGU INDIKATIF SUMBER PRIORITAS
KEGIATAN OPD 2025 2026 (Rp) LOKASI DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persentase
Keselarasan RKPD
dengan Renja PD
. pada Bidang
E(Me_nmgkatnya Pemerintahan dan
ualitas Perenca_naan Pembangunan
:e'“ba.“g"“a" Bidang | Manusia 100 100 100 100 548.368.000,00 - - - - - - 1.036.485.000,00 -
emerintahan dan Persentase
;zl:::i:g]unan Keselarasan RPJMD
dengan RKPD pada
Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan
Manusia
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Koordinasi Perencanaan serta memp melaya'ni‘berbasis PERENCANAA
5.01.03.2.0 | Bidang Pemerintahan erkuat penc digital N
1 dan Pembangunan - - - 218.409.500,00 egahan dan 8. Meningk atka_n OPD - 365.820.000,00 PEMBANGUNA
Manusia pemberant_ asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.03.2.0

1.0001

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPIJMD dan RKPD)




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSAN / PROGRAM AKHIR
PROGRAM / CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB RENSTRA RENJA OPD RENJA OPD PRIORITAS
KEGIATAN KECIATAN oPD TAHUN 2024 | TPHUN Rl RACY E:D)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
P NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
Kab. Waio, politik, hukum berint egritas,
Jumlah Dokumen Sému aJ ’ dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Perencanaan serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Kecamatan, DANA .
Pembangunan Daerah Semua ALOKASI erkuat penc digital N
Bidang Pemerintahan 1 Dokumen 25.000.000,00 egahan dan 8. Meningk atkan OPD 142.000.000,00 PEMBANGUNA
4 - Kel/Desa UMUM "
yang Dikoordinir N pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Kab. Wajo, (DAU) ;
Penyusunannya (RPJPD, Tempe. Bulu korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
RPIMD dan RKPD) Pal:t))b’ulu narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.03.2.0 inasi Pelak . " - h Bi intah
1.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Memperkua t
reformasi
politik, hukum
dan birokrasi, BADAN
Jumlah Laporan Hasil DANA serta memp PERENCANAA
Sinkronisasf Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc N
Renstra/Renja dengan 1 Laporan 134.409.500,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan - OPD 102.820.000,00 PEMBANGUNA
RKPD/RPIMD pada Pabbulu (DAU) pemberant asan N, RISET DAN
Bidang Pemerintahan korupsi, INOVASI
narkoba, judi, DAERAH
dan pe
nyeludupan
5.01.03.2.0

1.0005

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJIMD dan RKPD)




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKIEAJI‘:\'.‘I. I(NS B RENSTRA TliEI'INlile ggz‘ RE.II.’#'\UONPD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Memperkua t
reformasi
. politik, hukum
Jumlah Dokumen Kasb .n\:Va]o, dan birokrasi, BADAN
Perencanaan Kec:m:taan, DANA serta memp PERENCANAA
Pembangunan Daerah Semua ALOKASI erkuat penc N
Bidang Pembangunan 1 Dokumen 59.000.000,00 Kel/D UMUM egahan dan - OPD 121.000.000,00 PEMBANGUNA
Manusia yang Dikoordinir ely esa emberant asan N, RISET DAN
yang Kab. Wajo (DAU) p : /
Penyusunannya (RPJPD. Tempe BuI’u korupsi, INOVASI
RPIMD dan RKPD) 4 narkoba, judi, DAERAH
Pabbulu d
an pe
nyeludupan
Persentase
Keselarasan RKPD
dengan Renja PD
[ Meningkatnya pada Bidang
Kualitas Perencanaan Perekonomian dan
Pembangunan Bidang | SDA 100 100 100 100 548.368.000,00 - - - - - - 1.036.485.000,00 -
Perekonomian dan Persentase
SDA ] Keselarasan RPJMD
dengan RKPD pada
Bidang Perekonomian
dan SDA
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Koordinasi Perencanaan serta memp melayapi_berbasis PERENCANAA
5.01.03.2.0 | Bidang Perekonomian erkuat penc digital N
2' R dan SDA (Sumber Daya - - - 156.565.400,00 egahan dan 8. Meningk atkan OPD - 315.465.000,00 PEMBANGUNA
Alam) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.03.2.0

2.0004

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:c'iI'ﬁ\I.Wr I(NS B RENSTRA leEI‘INJIQ g:;. RE.II.’#'\U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumlah Laporan Hasil DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Sinkronisasi Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Renstra/Renja dengan 2 Laporan 55.000.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 185.000.000,00 PEMBANGUNA
RKPD/RPIMD pada Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Bidang Perekonomian korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.03.2.0 S . .
2.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
. dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumiah Laporan Has”. serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Pelaksanaan Monitoring . DANA -
dan Evaluasi Penyusunan Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
1 Laporan 50.970.400,00 Tempe, Bulu egahan dan 8. Meningk atkan OPD 80.340.000,00 PEMBANGUNA
Dokuren Perencanaan Pabbulu UMUM pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Pembangunan Perangkat (DAU) K g dah t ! INOVASI
Daerah Bidang SDA orupst, yang mudan, cepat,
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
- - - - - - 548.368.000,00 - - - - - - 1.036.485.000,00 -
5.01.03.2.0

2.0008

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:;-]I:‘A'.‘I. I(NS B RENSTRA T';i“d: ggz RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumlah Laporan Hasil DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Sinkronisasi Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Renstra/Renja dengan 1 Laporan 50.595.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 50.125.000,00 PEMBANGUNA
RKPD/RPIMD pada Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Bidang SDA korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
Persentase
Keselarasan RKPD
dengan Renja PD
[ Meningkatnya pada Bidang
Kualitas Perencanaan Infrastruktur dan
Pembangunan Bidang Kewilayahan 100 100 100 100 548.368.000,00 - - - - - - 1.036.485.000,00 -
Infrastruktur dan Persentase
Kewilayahan ] Keselarasan RPJMD
dengan RKPD pada
Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan
Memperkua t
reformasi
politik, hukum
dan birokrasi, BADAN
serta memp PERENCANAA
5.01.03.2.0 Koordinasi Perencanaan erkuat penc N
3' e Bidang Infrastruktur dan - - - 173.393.100,00 egahan dan - OPD - 355.200.000,00 PEMBANGUNA
Kewilayahan pemberant asan N, RISET DAN
korupsi, INOVASI
narkoba, judi, DAERAH
dan pe
nyeludupan
5.01.03.2.0

3.0001

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPIMD dan RKPD)




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSAN / PROGRAM AKHIR
PROGRAM / CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:c'iI'ﬁ\I.Wr I(NS B RENSTRA leEI‘INJIQ ggz‘ RE.II.’#'\U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:D)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
P NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Memperkua t
reformasi
. politik, hukum
Jumiah Dokumen Kasb e‘ I’TYIY,I a;]o, dan birokrasi, BADAN
Perencanaan serta memp PERENCANAA
Kecamatan, DANA
Pembangunan Daerah Semua ALOKASI erkuat penc N
Bidang Infrastruktur 2 Dokumen 22.397.200,00 egahan dan - OPD 75.000.000,00 PEMBANGUNA
py — Kel/Desa UMUM
yang Dikoordinir Kab. Waio. (DAU) pemberant asan N, RISET DAN
Penyusunannya (RPIPD. Tem. e BJuI’u korupsi, INOVASI
RPIMD dan RKPD) Pe, narkoba, judi, DAERAH
Pabbulu
dan pe
nyeludupan
5.01.03.2.0 : " K K h Bi r K
3.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
. dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jum/ah L‘ap oran Hasil serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Asistensi Penyusunan . DANA -
Dokumen Perencanaan Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
1 Laporan 3.138.800,00 Tempe, Bulu egahan dan 8. Meningk atkan OPD 7.000.000,00 PEMBANGUNA
Pembangunan Perangkat UMUM "
y Pabbulu pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Daerah Bidang (DAU) K f h
Infrastruktur orupsi, yang .muda , cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.03.2.0

3.0003

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:;':\AI:_ I(NS B RENSTRA TliEI'INl.J]I: ggz‘ RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
Jumlah Laporan Hasil dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Pelaksanaan Monitoring DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
dan Evaluasi Penyusunan Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Dokumen Perencanaan 1 Laporan 86.938.500,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 45.750.000,00 PEMBANGUNA
Pembangunan Perangkat Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Daerah Bidang korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
Infrastruktur narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.03.2.0 I . " - .
3.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumlah Laporan Hasil DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Sinkronisasi Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Renstra/Renja dengan 1 Laporan 43.918.600,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 143.000.000,00 PEMBANGUNA
RKPD/RPIMD pada Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Bidang Infrastruktur korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.03.2.0

3.0005

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
URUSAN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
URUSANJ/ABROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:;&'.‘I. I(NS B RENSTRA TliEI'INJIQ ggz‘ RE.:E:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
politik, hukum berint egritas,
Jumlah Dokumen dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Perencanaan DANA serta memp melayani berbasis PERENCANAA
Pembangunan Daerah Kab. Wajo, ALOKASI erkuat penc digital N
Bidang Kewilayahan yang 1 Dokumen 4.000.000,00 Tempe, Bulu UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 16.950.000,00 PEMBANGUNA
Dikoordinir Pabbulu (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Penyusunannya (RPJPD. korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
RPJMD dan RKPD) narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
5.01.03.2.0 s . . N . )
3.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
6.Transform asi
digital dan tata
Memperkua t kelola pem
reformasi erintahan yang
. politik, hukum berint egritas,
Kast)én\:\ﬁaajo, dan birokrasi, adaptif, dan BADAN
Jumlah Laporan Hasil Ke serta memp melayani berbasis PERENCANAA
) P ecamatan, DANA .
Sinkronisasi Semua ALOKASI erkuat penc digital N
Renstra/Renja dengan 1 Laporan 13.000.000,00 Kel/Desa UMUM egahan dan 8. Meningk atkan OPD 67.500.000,00 PEMBANGUNA
RKPD/RPIMD pada Kab. Waio, (DAU) pemberant asan pelayanan publik N, RISET DAN
Bidang Kewilayahan T ab. Wajo, korupsi, yang mudah, cepat, INOVASI
empe, Bulu - -
Pabbulu narkoba, judi, terjangkau dan DAERAH
dan pe tepat dengan me
nyeludupan nghadirkan
. pelayanan publik
yang terpadu
berbasis digital
PENELITIAN DAN
5.05 PENGEMBANGAN 254.240.400,00 125.000.000,00
PROGRAM RISET
1, 5,05,03 DAN INOVASI 254.240.400,00 - 125.000.000,00
DAERAH
[ Meningkatnya Persentase Program
Riset dan Inovasi di 100 100 100 100 254.240.400,00 - - - - - - 125.000.000,00 -

program riset dan
inovasi daerah ]

Daerah




PERANGKAT
PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
u%%gi?lu/lpi?égfm INDIKATOR el | reausasr | capaman G A N KER ANC A ARENDAN A SASARAN 2027 PENANGGU
PROGRAM / CAPAIAN TARGET NG JAWAB
W KODE {AOLICOREY) KEGIATAN / SUB RERIODE RENJA OPD RENJA OPD
KECTATANVASUS KEGIATAN RENSTRA | TpAHUN2024 | TAHUN TARGET PAGU INDIKATIF SUMBER PRIORITAS
KEGIATAN OPD 2025 2026 (Rp) LOKASI DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Memperkua t
pembangu nan
sumber daya 6.Transform asi
manusia (SDM), digital dan tata
sains, teknologi, kelola pem
pendidikan, erintahan yang
kesehatan, berint egritas,
prestasi adaptif, dan BADAN
penelitian kolahraga, melayzni beirbasis PERENCANAA
! esetaraan igita N
>0303.20 Ezggﬁggin%aa”r; - - 114.302.900,00 gender, serta 8. Meningk atkan oPD - 50.000.000,00 PEMBANGUNA
Penerapan’ penguatan pelayanan publik N, RISET DAN
peran pere yang mudah, cepat, INOVASI
mpuan, terjangkau dan DAERAH
pemuda tepat dengan me
(generasi nghadirkan
milenial dan pelayanan publik
generasi Z), yang terpadu
dan pen berbasis digital
yandang
disabilitas.
iggoofzo Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
Memperkua t
pembangu nan
sumber daya 6.Transform asi
manusia (SDM), digital dan tata
sains, teknologi, kelola pem
pendidikan, erintahan yang
. kesehatan, berint egritas,
Kasbérx\ﬁaalo’ prestasi adaptif, dan BADAN
Kecamatan DANA olahraga, melayani berbasis PERENCANAA
Jumlah naskah kebijakan Semua ' ALOKASI kesetaraan digital N
» . A 1 Naskah 114.302.900,00 gender, serta 8. Meningk atkan OPD 50.000.000,00 PEMBANGUNA
erbasis hasil riset Kel/Desa UMUM "
Kab. Waio. (DAU) penguatan pelayanan publik N, RISET DAN
jo,
Tempe, peran pere yang lmudah, cepat, INOVASI
Tempe mpuan, terjangkau dan DAERAH
pemuda tepat dengan me
(generasi nghadirkan
milenial dan pelayanan publik
generasi Z), yang terpadu
dan pen berbasis digital
yandang
disabilitas.
- - 254.240.400,00 - - - - - - 125.000.000,00 -




PERANGKAT

PRAKIRAAN KELOMPOK PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN DAERAH
UlJRTJ‘;i?iN / BIDANG INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SASARAN 2027 PENANGGU
/AEROCRAM PROGRAM / AKHIR CAPAIAN TARGET NG JAWAB
NO KODE / OUTCOME / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGKI:;S\'.‘I. I(NS B RENSTRA leEI'INJIQ g:;. RE.II.?:U?‘PD PRIORITAS
KEGIATAN oPD 2008 Rl RACY E:E)IKA"F LOKAST SN TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Memperkua t
pembangu nan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi BADAN
olahraga, PERENCANAA
5.05.03.2.0 kesetaraan N
2' e Invensi dan Inovasi - - - 139.937.500,00 gender, serta - OPD - 75.000.000,00 PEMBANGUNA
penguatan N, RISET DAN
peran pere INOVASI
mpuan, DAERAH
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan pen
yandang
disabilitas.
333102320 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
Memperkua t
pembangu nan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi BADAN
DANA olahraga, PERENCANAA
Jumiah laporan fasilitasi Kab. Wajo, ALOKASI kesetaraan N
dan pembinaan untuk 1 Laporan 139.937.500,00 Tempe, UMUM gender, serta - OPD 75.000.000,00 PEMBANGUNA
apresiasi prestasi Inovasi Tempe (DAU) penguatan N, RISET DAN
peran pere INOVASI
mpuan, DAERAH
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z),
dan pen
yandang
disabilitas.
JUMLAH

9.108.799.448,00

8.899.965.219,00




BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT
DAERAH

1.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit
kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing
satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun
kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah
ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang
akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat
tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah
selesainya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan
memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

organisasi.

1.1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah, merupakan hal yang perlu diprioritaskan oleh setiap
Perangkat Daerah mengingat hal tersebut yang terkait langsung dengan pencapaian
Tujuan dan Sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Indikator
kinerja Bapperida Kabupaten Wajo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra
Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Wajo

TARGET KINERJA T
TAHUN
UL ERE Rl INDIKATOR SATUAN ( ) AKHIR
2026 | 2027 | RENSTRA
Meningkatnya
Perencanaan Indeks
Pembangunan Perencanaan Nilai 98 99 99
Daerah Serta Pembangunan
Peran Riset dan Daerah

Inovasi Daerah

Meningkatnya tata
kelola perangkat
daerah dan pelayanan
publik yang efektif,
efisien dan akuntabel

Nilai SAKIP

Perangkat Daerah Nilai 84,01 84,51 86

Meningkatnya kualitas .
Indeks Kualitas o
e doean | Perencanan | M| S5 %0 o0

Persentase Hasil
Riset yang
digunakan Dalam
Kebijakan Daerah

Persen 100% 100% 100%

Meningkatnya kualitas

riset dan inovasi daerah
53 56 65

Nilai (Sangat | (Sangat | (Sangat
Inovatif) | Inovatif) | Inovatif)

Indeks Inovasi
Daerah

1.1.2 Indikator Kinerja Kunci

Pada indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan urusan

pemerintahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 terdiri atas:

1.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dimana penentuan capaian indikator tahunan
dari indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni

budaya dan olah raga;

2. Aspek Daya Saing Daerah, dimana capaian indikator tahunan dari fokus

kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan

fokus sumber daya manusia; dan




Aspek Pelayanan Umum, dimana penentuan capaian indikator tahunan dari

indikator urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar, dan

urusan pilihan.

Indikator Kinerja Kunci Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah Kabupaten Wajo dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Penentuan Indokator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Kabupaten Wajo

Asumsi Taraet
No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan Capaian Tahungzoz7
Tahun 2026
Pelayanan Umum
Penunjang Urusan
Perencanaan
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah , i
1 ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada/Tidak
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang : .
2 telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA Ada/Tidak Ada/Tidak
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah : i
3 ditetapkan dengan PERKADA Ada/Tidak Ada/Tidak
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan , i
4 dengan PERDA Ada/Tidak Ada/Tidak
5 Penjabaran Konsistensi Program RPIJMD kedalam 100 100
RKPD
6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD 100 100
7 | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 100 100
Pelayanan Umum
Penunjang Urusan
Penelitian dan Pengembangan
1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan 100 100
2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. 100 100
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam
3 . ; 100 100
penerapan inovasi daerah
4 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam 100 100

penerapan inovasi daerah




1.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan
Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian
kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan
ketepatan sasaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Badan Perencanaan Pembangunan

dan Penelitian Kabupaten Wajo tidak memiliki SPM.

Tabel 5.3
Penetapan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah
Kabupaten Wajo

Target Asumsi
No Indikator SPM Target 2025
Nasional Capaian 2024

1.2.1 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistanable Development Goals (SDGS)
adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta
pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu
menjaga peningkatan kualitas hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu
generasi ke generasi berikutnya. Penetapan indikator TPB/SDGs Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo dapat di lihat pada tabel
berikut:



Tabel 5.3

Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD
Terhadap TPB/SDGS Tahun 2026

Indikator Kinerja Program/

Capaian Kinerja dan Kerangka
Pendanaan Tahun 2026

No Indikator TPB/SDGS Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan _ _
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Target Pagu Indikatif
Persentase Indikator
Program Koordinasi dan Program Perangkat Daerah
Pilar Pembangunan . L . . .
1 Sosial Sinkronisasi Perencanaan Mitra Bidang Pemerintahan 100% 218.409.500
osia
Pembangunan Daerah dan Pembangunan yang
tercapai
Persentase Hasil Koordinasi
Koordinasi Perencanaan Bidang
Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan 100% 218.409.500
Pemerintahan dan
Manusia
Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas | Jumlah Laporan Hasil
dan Harmonisasi Perencanaan Sinkronisasi Renstra/Renja
- 1 Laporan 134.409.500

Pembangunan Daerah Bidang

Pemerintahan

dengan RKPD/RPIMD pada

Bidang Pemerintahan




Indikator Kinerja Program/

Capaian Kinerja dan Kerangka
Pendanaan Tahun 2026

No Indikator TPB/SDGS Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan _ _
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Target Pagu Indikatif
Koordinasi Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang
- | Daerah Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia yang 1 Dokumen 59.000.000
Manusia (RPJPD, RPIJMD dan Dikoordinir Penyusunannya
RKPD) (RPJPD, RPIJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan _ ) o
- Pemerintahan yang Dikoordinir 1 Dokumen 25.000.000
Daerah Bidang Pemerintahan
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD
(RPJPD, RPIJMD dan RKPD)
dan RKPD)
Persentase Indikator
Program Koordinasi dan Program Perangkat Daerah
Pilar Pembangunan
2 Ek . Sinkronisasi Perencanaan Mitra Bidang Pemerintahan 100% 55.000.000
onomi
Pembangunan Daerah dan Pembangunan yang
tercapai




Indikator Kinerja Program/

Capaian Kinerja dan Kerangka
Pendanaan Tahun 2026

No Indikator TPB/SDGS Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan _ _
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Target Pagu Indikatif
Persentase Hasil Koordinasi
Koordinasi Perencanaan Bidang
_ Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA (Sumber 100% 55.000.000
Perekonomiandan SDA yang
Daya Alam)
terlaksana
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas | Jumlah Laporan Hasil
dan Harmonisasi Perencanaan Sinkronisasi Renstra/Renja
- 2 Laporan 55.000.000

Pembangunan Daerah Bidang

Perekonomian

dengan RKPD/RPIMD pada

Bidang Perekonomian




BAB VI
PENUTUP

6.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Wajo Tahun 2026, merupakan perencanaan
tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta
jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung

pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah,

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bapperida Kabupaten Wajo secara
bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

2) Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan
kewenangannya;

3) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi

kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

6.2 Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.



